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DAFTAR TRANSLITERASI ARAB - LATIN

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin

sebagai berikut:
e A 3 d wa: d d K
<: B 3. z L. ¢t J: L
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2. Konsonan Ra V
K chuul .
onsonanl@ p (tasy rangkap * <
Contoh :
EE
553l 45 i -madina unawwarah
3. Vokal
a. Vokal Tunggal
fathah lis a toh 18
kasrah — ditulisi contoh a)
dammah ] ditulis u contoh &8
SIEHIA MAISASSAR
Contoh : &) = zainab <3 X = kaifa

Vocal Rangkap 3= (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : J3 = haula J38 = qaula

4. Vokal Panjang (maddah)
L dan <  (fathah) ditulis a  contoh: W&  =gama



-

-— (kasrah) ditulis

— (dammah) ditulis 1 contoh: egh =‘ulim
5. Ta Marbiutah

contoh: &5 = rahim

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : da KAl 4%, =Makkah al-Mukarramah
20D Y dag ) = al-Syari’ah al-Islamiyyah
Ta marbiitah yang hidup, transliterasinya /t/
A S Yl e 4T = al-hukiamatul- islamiyyah
E )3‘;“3‘ A2 = al-sunnatul-mutawatirah
6. Hamzah

Huruf Hamzah ( #) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh

tanda apostrof ( *)

Contoh : gl ~imar, bukan ‘Tman
aa Vi JLA-'\ B =itthad, @l-ummah, bukan ‘itthad al- ‘ummah
7. Lafzu’ Jalalah "\\f' P
Lafzuw’ Jalala 4”\ ) yang berbentuk omina ditransliterasi tanpa

hamzah.
Contoh : [RvS ditulis: ‘Abdull

; 2
| Ha dituli§: Jarullah. <\

an Abd Allah

3
8. Kata Sandang\ak‘

a. Kata sandang “al-“ t ik pada kata yang dimulai dengan

contoh: WA PR in al-mugaddasah
Ae yall Al i h al-syar’iyyah
b. Huruf “a” pada ka tetap ditulis dengan huruf kecil,
meskipun merupakan nama diri.

Contoh: 203 i = al-Mawardt

STIBAAMAKASSAR

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an ditulis
dengan huruf kapital.
Contoh: Al-Afgant adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karim
Singkatan:

saw. = gallallahu ‘alaihi wa sallam
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swt. = subhanahu wa ta’ala

ra. = radiyallahu ‘anhu
Q.S. .../....4 = Al-Qur’an Surat ..... ayat 4
Uuu = Undang-Undang
M. = Masehi
H. = Hijriyah
t.p. = tanpa penerbit
t.t.p. = tanpa tempat penerbit
Cet. - cetakan
t.th. 4 tahun

S )Y .
h. = halarﬂ%';:"\
terj. = terjemahan
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ABSTRAK

Nama : Rahmadi
NIM/NIMKO :161011105/8581416105
Judul Srikpsi : “Implementasi Hukuman Cambuk dalam Perspektif

Hukum Islam (Studi Penerapan Qanun Aceh No. 6
Tahun 2014 Tentang Jinayat di Kota Lhokseumawe)”

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi
hukuman cambuk di Kota Lhokseumawe berdasarkan Qanun Aceh serta respons
masyarakat terhadap penerapan hukuman cambuk Qanun Aceh No. 6 tahun 2014.
Maka Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; Pertama,
Bagaimana kedudukan hukuman cambuk dalam hukum Islam. Kedua, Bagaimana
penerapan hukuman cambuk berdasarkan Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang
jinayat di Kota Lhokseumawe. Ketiga, Bagaimana respons masyarakat Kota
Lhokseumawe terhadap penerapan hukuman cambuk.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis
menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) kualitatif yaitu peneliti
melakukan penelitian langsung \dj lokasi yntgk'mendapatkan dan mengumpulkan
data, dengan menggunakaant migtode pendekatan,yuridis normatif, sosiologis,
historis, dan teoretik.

Hasil  penglitian;  yang  ditemukan<< adalah  sebagai  berikut:
Pertama,Kedudukaf ‘htkuman cambuk dalam hukum, Islam sangatlah sesuai
dengan hakikat yang~meliputi beberapa kriteria huktimah yang diancam dengan
hukuman hudud dan Pa’zir. yaitu Qazaf, Zina, khalwat;-maisir, saksi palsu, dan
lain-lain, yang jurhlah bilangannya tergantung pada masing-masing kejahatannya.
Serta pengurusan’\dan‘peraturansperaturannya untuk\jnenciptakan kemaslahatan
dan rasa aman bagi masyarakatsseitakepastiangegaknyahukum Allah swt di bumi
raya ini. Kedua, Penerapan hukumangeambukedi Kota Lhokseumawe bila dilihat
dari segi Qanun Aceh terdapat banyak kesamaan diantaranya dari segi jumlah
cambukan bagi terhukum, ‘misalnya pelanggar khamar maksimal hukuman
cambuk yaitu 40 kali minimal 10 kali cambukan dan membayar denda maksimal
Rp. 75.000.000 minimal Rp. 25.000.000; pelanggar maisir maksimal 12 kali
cambukan dan minimal 6 kali dan membayar denda maksimal Rp. 35.000.000.
minimal 15.000.000. dan pelanggar khalwat dicambuk maksimal 9 kali dan
minimal 3 kali dan membayar denda maksimal 10.000.000. minimal 2.500.000.
Serta memiliki dasar-dasar hukum yang sama, tujuan dari penerapan hukuman
cambuk yang sama dan mempunyai peran yang sama karena bentuk hukuman
yang telah diuraikan dalam Qanun Aceh itu rangkuman dari kebiasaan sehari-hari
masyarakat— Accehryyangmenyatu 4 dengang aturan syariat Islam. gNamun tidak
menutup 'kemungkanan') diantaa, kéduanya, tetap memiliki/ perbe@aan dalam
pencrdpannaya, adaptin belumlah nurnt penérapan hukunrand cambuk™di tengah-
tengah masyarakat, namun usaha serta keinginan pemerintah Kota Lhokseumawe
untuk membumikan Syariat Islam telah mencapai titik terang dan mengalami
kemajuan secara bertahap, walau memang sangat sulit untuk menjalankan secara
kaffah. Ketiga, Masyarakat memiliki pandangan, persepsi yang beragam terhadap
proses penerapan hukuman cambuk bagi pelanggar dan terhadap pemerintah
disebabkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman terhadap penerapan hukuman
cambuk tersebut. Wallahu a’lam
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah salah satu Provinsi yang menjalankan syariat Islam, selain itu
Aceh dikenal dengan sebutan Seramoe Mekah (Serambi Mekah). Islam begitu
menyatu dalam adat budaya orang Aceh sehingga aktifitas budaya kerap
berasaskan Islam. Aceh merupakan wilayah pertama kali yang menerima Islam di

Indonesia.'

Pasca-reformasi fia‘ti tingkatan Provinsi sampai

~p

T
<
kabupaten/kota tela! ,}'gérikan otonomi baik %&enmk otonomi daerah
—_N
d — Vv

o\ T¥ .
maupun khusus. @ satu Provinsi yang men tonomi khusus adalah
2

)
N3 I 2\
Provinsi Aceh. (ig‘%fk&lﬂ puLﬁgn ang-unda d I No. 44 Tahun 1999
\ 4

tentang penyelenggaraan ke si Istimewa Aceh, dan undang-

undang RI No. 18 Tahun 2 mi khusus bagi Daerah Istimewa

Aceh sebagai Provinsi Nang alam.> Otonomi khusus bagi Aceh
juga diharapkan dapat dentitas diri dalam membangun
wilayahnya.

S Btk AKAS S A
menerapkan syariat Islam dan menerapkan hukuman cambuk bagi pelanggarnya.

Dengan adanya hukuman cambuk tersebut, dapat memberikan pelajaran dan efek

"Muhammad Said, Aceh sepanjang Abad, Jilid 1 (Cet. 1I; Medan: P.T. Percetakan dan
Penerbitan Waspada, 1981 M), h. 63.

2Edy Sudibyo, Nanggroe Aceh Darussalam Naskah Undang-Undang No. 14 Tahun 1999
dan Undang-Undang Tahun 2001 (t. Cet; Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2001
M), h. 18- 44.



jera bagi pelanggar syariat Islam,dan memberi rasa takut kepada orang lain agar
tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Hukuman cambuk dijatuhkan untuk memerangi faktor psikologis yang
mendorong keinginan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
syariat Islam. Dengan adanya aturan Qanun di Aceh dalam bentuk hukuman
cambuk ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan atau pelanggaran
syariat di Aceh. Maka tidak jarang timbul perbedaan pandangan di masyarakat
terkait dengan pelaksanaan hukuman cambuk. Perbedaan pandangan ini telah

—y
. g . «{ \‘. \ ¢ 2’ c . .
terjadi semenjak Qanup\mas alam gan, sampai sekarang. sebagian
S ) R

=\
orang yang menduk \ﬁ aksananya hukuman nTgu,k, dan ada yang secara
3
N

&~ 2 <4
-_—

terang-terangan itang pelaksanaan hukuman cy %{, ada juga yang tidak
)

2
mengerti dengan [\ak anaan hultman cambuk. | i\
&~

2
Berdasarkan uraian di_atas, maka muncullah keinginan untuk mengkaji

tentang implementasi huku perspektif hukum Islam (studi

penerapan Qanun Aceh No ng Jinayat di Kota Lhokseumawe)
juga tentang respons pemer kat Kota Lhokseumawe terhadap

penerapan hukuman cambuk.

penelitian ini adalah:
1. Bagaimana kedudukan hukuman cambuk dalam hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan hukuman cambuk berdasarkan Qanun Aceh No. 6
Tahun 2014 tentang Jinayat di Kota Lhokseumawe?

3. Bagaimana respons masyarakat Kota Lhokseumawe terhadap penerapan



hukuman cambuk?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Hukuman cambuk dalam hukum fikih jinayat.
Hukuman cambuk merupakan salah satu dari bentuk dan jenis sanksi
dalam hukum pidana Islam. Hukuman cambuk bahkan sering disebut sebagai

‘ugiibat (sanksi) khas yang menjadi pembeda antara hukum pidana Islam dan

hukum pidana konvesional. Hulirzl ini ha(iifydalam dua kategori, yakni hudud
v

‘fupakan hukuman yang telah

ditentukan oleh syarilﬁ,:i?, 2N Py
~2 \: <4
Pelaksanaan Hekuman cambuk dalam huku% berbeda-beda jumlah

) 2
1langannya. OF' yan meminum a ukKumannya adala
bilanganny Se§ hg yang i khamar, \ huk ya adalah
e <

dipukul/cambuk. Para ulama_mengatakan bahwa untuk memukul peminum

khamr, bisa digunakan bebe in tangan kosong, sandal, ujung

pakaian atau cambuk. Ben persifat final, artinya bentuknya

sudah menjadi ketentuan da llah swt. ngga tidak boleh diganti dengan

bentuk hukuman lainnya seperti penjara atau denda uang dan sebagainya atau
tatacaranya sudah diatur oleh Allah swt.

Setiap orang yang melakukan jarimah hudud akan dihukum dengan
hukuman yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya. Sedangkan persamaan
yang dituntut dari hukuman fa’zir adalah persamaan dalam aspek dampak

hukuman terhadap pelaku yaitu mencegah, mendidik, dan memperbaikinya.



Sebagian pelaku mungkin cukup dengan hukuman peringatan, sebagian lagi
perlu dipenjara, dan sebagian lagi harus dicambuk atau bahkan harus dikenakan
hukuman mati.

2. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang jinayat.

Qanun ini tercatat paling kontroversi di tengah masyarakat, bukan hanya
di Aceh tetapi di tingkat nasiaonal dan internasional, masyarakat dan kalangan
praktisi hukum ada yang pro dan kontra menanggapi hal tersebut. Beberapa

alasan yang mendasarinya antara lain pelaksanaan peraturan daerah (Qanun)

g oleh s[ariat Islam. Qanu ﬁf€ayat menurut pasal 1

L\

¢

puluh ?nacam perbuatan yang

termasuk dalam kategori ja dikenakan hukuman diantaranya

adalah: khamr, maisir, khal [iwal, musahaqah, zina, pelecehan

seksual, pemerkosaan.?

Kini, ada tiga Qanun khusus syariat Islam di Aceh, yakni tentang

perjudi TB keras, Tan iina!( Hm uSIKlIzl:an yang
pertama kali dilaksanakan di Indonesia ~merupakan  1mplementasi dari
pemberlakuan Undang-Undang syariat Islam di Aceh. Untuk memberi

kesempatan menjalankan pemerintahan sendiri bagi provinsi Aceh, dipandang

>Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Himpunan UndangUndang,
Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan
Pelaksanaan Syari’at Islam (Cet.VI; Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, 2008 M), h. 2-4.



perlu  pemberian otonomi khusus yang meliputi semua kewenangan
pemerintahan.

Pelaksanaan Qanun ini dipandang sebagai hukum Islam yang otentik dan
diyakini akan efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial.
Singkatannya, aspek aspek tersebut telah menjadi bagian hukum positif, karena
itu ia harus ditegakkan. Menurut kerangka penegakan hukum yang mengawasi
pelaksanaan peraturan peraturan syariat Islam, maka melalui perda No. 5 tahun

\

2002 di atas, pemerintah daera‘\memben% lembaga pengaws yang disebut
v
"égb

\ CCs o
)penga rta bentuk hubungannya dengan
*e ~_
-~
hukum yang ada sep, '\f)jnas Syariat, Mahkamah
<4

Wilayatul Hisbah, fungg

lembaga lembaga peneg
PN
=
i
)

N
Syariat dan kepolisisaw\untuk kejelasan dalam menj %n fungsi Qanun No. 6
2\
tentang Jinayat di Kot \Lhokseuriawe. I . t\
e <

- . _ -4
D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang uman cambuk dalam perspektif

hukum Islam (studi penerap 6 Tahun 2014 tentang jinayat di
kota Lhokseumawe) merup ang berkaiatan dengan hukuman
terhadap pelaku pelangaran syariat Islam. Pembahasan kajian pustaka terbagi
Referensi penelitian meliputi beberapa buku yang dipandang relevan

dengan penelitian ini adalah sebagai berikut;
1. Al-Tasyri ’al-Jinat al-Islami Mugarinan bi Qaniin al-Wad’t, kitab ini

merupakan literatur berbahasa Arab yang ditulis oleh Abdul Qadir

Audah, yang membahas tentang hukum pidana Islam beserta defenisi-



defenisi, hubungan dengan skripsi ini yaitu berkaitan dengan hukum

cambuk seperti jarimah hudud dan ta zir.

2. Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan
Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan
Pelaksanaan Syari’at Islam, ini merupakan Perundang-undangan
sejenis peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh Dinas

mas waka dL Provinsi Aceh, hubungan

Syariat Islam, yang mer%bilahas tentang peraturan dan penyelenggaraan
\
N

pemerintah dan el}f’d

Aceh.

dengan skrlpl?::;,s, yaitu berkaitan den eg;ode perumusan Qanun
)

\
3. Studi Syar'\i am di Acet, buku iji ditulis OI@aiman, yang membahas

tentang latar belakangsejarah “perjalanan syariat dari masa awal Islam,

hubungan dengan skrip tentang pelaksanaan Syariat Islam

di Aceh, dengan kebija

4. Mahkamah Syariat k Hukum Islam, buku ini ditulis

oleh Teuku Abdul Manan, yang membahas tentang latar belakang

SLIBA MAKASSAR.

serta mewujudkan Provinsi Aceh sebagai salah satu yang menegakkan

syariat Islam.

Penelitian terdahulu yang meliputi beberapa karya tulis ilmiah seperti,
skripsi, tesis dan jurnal ilmiah sebagai berikut:

1. Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh: Tinjuan Wewenang



dan Legalitas Hukum, yang ditulis oleh Samsul Bahri, dalam jurnal
ilmiahnya membahas tentang peranan Wilayatul Hisbah sebagai
pengawas pelaksanaan hukum Islam di lapangan. Perbedaan dengan
skripsi ini yaitu membahas tentang tata cara penerapan Qanun dalam
pelakasanaan hukum cambuk.

2. Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Tapaktuan menurut perspektif
Fikih Jinayah, oleh Mihfa Rizkiya, yang ditulis pada tahun 2012, dalam
tesisnya membahas perbedaan mend‘jﬁar antara hukum cambuk menurut

v 57-
ngditerapkan di Aceh. Perbedaan

fikih jinayah den

Qada hukuman cambuk
o \

menurut n\ pidana Islam dengan pene

4
jinayat di %t@ anda Act I (

3. Impiementasi Hukuman__Cambuk dalam Perspektif Pendidikan

—
TR A
dengan SkI'l 3l ,yaltu lebih memfo
~2

an. Qanun Aceh tentang

Islam, oleh Agus Su ulis pada tahun 2015, melakukan

penelitian tentang pe mbuk di pesantren al-Urwah Al-
Wutsqa, desa Bulure ek, kabupaten Jombang, Jawa
Timur, yang menjadi pro dan kontra di masyarakat umum. Perbedaan
terhadap terlaksananya hukuman cambuk di masyarakat.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau

kegiatan selesai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah,;



Untuk mengetahui kedudukan hukuman cambuk dalam hukum Islam.

Untuk mengetahui penerapan hukuman cambuk berdasarkan Qanun Aceh No.
6 Tahun 2014 tentang jinayat di Kota Lhokseumawe.

Untuk mengetahui respons masyarakat Kota Lhokseumawe terhadap
penerapan hukuman cambuk.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Praktis

1) Menjadi masukan bagi pemerintah (1/%} Dinas Syariat Islam dalam rangka

¢. [
qta 4 Lhokseumawe.
~_

~p
an-materi bagi peneliti yang

\leblh dalam terkait implementasi hukuman cambuk

2
\ | @
dalam pe hukum Islam (studi penera nun Aceh No. 6 Tahun
perspek E ( Jﬂ penerapay &

Kegunaan Teoretis
1) Penelitian ini mampu
pidana, khususnya tenta implementasi hukuman cambuk dalam
perspektif hukum Islam (studi penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

SelodiBdeo A d ASSA R

2) Penelitian ini diharapkan memberikan konstibusi dalam bidang keilmuan
intergrasi-interkoneksi yang selama ini dikembangkan di STIBA Makassar

khususnya Jurusan Syariah pada Program Studi Perbandingan Mazhab.



BAB I1
TINJAUAN TEORETIS
A. Kedudukan Hukuman Cambuk Dalam Hukum Islam
1. Pengertian Hukuman Cambuk
Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan
terhadap pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut ‘ugubah, lafadz ‘uqitbah
menurut bahasa berasal dari kata ‘agaba, yang memiliki sinonim; ‘gabahu

bizanbihi au ‘alda zanbihi, yang menandun ‘/avrti menghukum atas kesalahannya.!

s
ufuman adalah pembalasan yang
~_

menurut  hukum, kepada
kejahatan/melanggar hukumi De j ntuk memelihara ketertiban dan
kepentingan masyarakat, sek dungi kepentingan induvidu.
Cambuk adalah alat untuk melecut binatang, berupa jalinan tali dari serat
rotan.’ Sedangkan dalam bahasa Arab cambuk disebut dengan al-jaldu (V) dari

akar kata jalada (3») yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan

"Mansiir Muhammad Mansiir al-Hafnawi, al-Syubhdt wa Asaruha fi ‘ugiibah al-Jandiyati
[T Figh al-Islamt Muqaranan bilganin (Cet [; t.t: Mataba’ah al-Amanah, 1986 M), h. 138.

2Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri ’al-Jinai al-Islamt Mugarinan bi al-Qaniin al-Wad'’t, Juz
I (t. Cet; Bairiit; Darul al-Katib al-‘rabi, t.th.), h. 609.

3Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. 1II; Jakarta:
Balai Pustaka, 2005 M), h. 189.
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cambuk yang terbuat dari kulit.* Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
hukuman cambuk adalah jenis hukuman yang diberikan oleh pihak yang
berwenang dengan memukulkan cambuk atau sejenisnya kepada anggota tubuh

pelaku jarimah (kejahatan).’

2. Syarat-Syarat Penerapan Hukuman Cambuk
Penerapan hukuman cambuk dalam Islam, secara umum ada beberapa

syarat yang harus dipenuhi agar tujuan d"/evrapkannya hukuman bisa tercapai.
\

< SN ‘’s
Adapun syarat-syarat pen qp’a kuman uftg:,rsebut antara lain yaitu:
A
a. Hukuman harus a ;’ rnya dari syariat. <

\h
Hukuman dian: gpap mempunyai dasar (syarla %blla didasarkan kepada

&\ <
sumber-sumber S\};ﬂ ' seperti: thuran, ladis, ijmg@u undang-undang yang

ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (Ulil Amri) seperti dalam hukuman

ta’zir. Hukuman yang ditet mri maka disyaratkan agar tidak

bertentangan dengan keten ariat, apabila bertentangan maka
ketentuan hukuman tersebut ndasan penerapan cambuk dalam

Alquran yaitu secara substansi sebagaimana disebutkan berikut: Q.S. al-Nuir/24 :

“STIBA MAKASSAR

4 -

SISl wl g ae AL o i
ﬂ;;grj i =’T o s?;‘éw@jﬁ Gneddl 2 0 Wi dgkds -‘31 @LjJ
ﬂ‘&JM‘”’ ?9\“5; AR

“Tbrahim Mustafa, dkk, al-Mu jam al-Wasit, Juz 1 (t. Cet; Darul al-da’wah, t.th.), h. 129.

SAbdul Qadir Audah, Al-Tasyri ’al-Jinai al-Islami muqdrinan bi al-Qaniin al-Wad'’r,
h. 611.
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Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari
keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya
mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu
beriman kepda Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan)
hukuman mareka disaksikan oleh sebaglan orang-orang yang beriman.
Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan,
atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh
menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik;
dan demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.®

‘Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah al-Sa’di dalam tafsirnya

menjelaskan bahwa ayat kedua ini mengandung hukuman bagi pezina yang masih

¢ T Cs
yang sudah menikah hukumannya
~_

\ﬁlhukuman terhadap pezina

disaksikan oleh npulan orang-orang yang b any dengan tujuan supaya

tidak melenceng (%1

) <
Pperintah syt’at I
\ &~

Ayat ketiga menjelaskan bahiwa seorang pezina lak1 laki haram menikahi

perempuan mukminah dan sebaliknya. di sini menjelaskan bahwa tidak

sah nikahnya seorang lelaki g bersih( zina) dengan seorang perempuan
pezina hingga perempuan bertaubat, perempuan itu bertaubat maka
nikahnya sah. Demikian pula tidak sah menikahkan seorang perempuan merdeka
sebenarnya taubat.’

Adapun landasan penerapan hukuman cambuk dalam hadis yaitu secara

substansi sebagaimana disebutkan berikut:

®Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran al-Karim dan Terjemahnya (Cet. II;
Yogyakarta: Ma’had An-Nabaw1, 2011 M), h. 351.

7Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah al-Sa’di, Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsiri
Kalami al-Mannan (Cet. 11 Bairiit: Muasasatu al-Risalah, 2015 M), h. 653-654.
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;&L}oﬂmﬁ;\uﬂ &2@?&’%%\&@\3)4dew\u¢

Artinya :

Dari Anas bin Malik bahwa Nabi Saw. Pernah dihadapkan seorang laki-laki
yang terbukti meminum khamar, lalu beliau menderanya dengan dua
pelepah kurma sebanyak empat puluh(40) kali, (Bab hudud, No. 1706).

Jelas hukuman cambuk mempunyai dasar yang kuat dalam penerapannya,
baik dalam Alquran maupun dalam hadis sebagaimana yang telah disebutkan di
atas. Namun hukuman cambuk yang terdapat di dalam Alquran hanya untuk orang

yang melakukan perzmaa_@{&un hu

pelaku jarimah (keja ata ertl berjudi, mi

—

0 cambuk yang ditujukan kepada
% b

\\k@mar dan sejenisnya, maka
‘<Cn 2

-
ini dijelaskan di dalam d1s Rasulullah saw. \

N\
ifat pribadi (perorangan). 6\4
a harus diberikan kepada orang

yang melakukan kesalahan. kan salah satu dasar prinsip yang

b. Hukuman haru\

Hukuman\l i

ditegakkan oleh syariat Isl arakan berkaitan dengan masalah

¢. Hukuman harus bersifat universal dan berlaku umum.

Hukuman berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, baik
-5 LIBA.MAIKCASSAR. ...

Persamaan yang sempurna itu hanya terdapat dalam jarimah (kejahatan) dan

hukuman hdad atau kisas, karena keduanya merupakan hukuman yang telah

8Muslim bin al-Hajaj Abu al-Hasan al-KusyairT al-Naisabiir1, Sahith Muslim, Juz 3 (t. Cet;
Bairit: t.p. t.th.), h. 1330.
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ditentukan oleh syariat. Setiap yang melakukan jarimah hudud akan dihukum

dengan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. °

3. Konsep Hukuman Cambuk Dalam Hukum Islam
Ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan hukuman cambuk.
Pertama orang yang mencambuk. Dalam hal ini orang yang berwenang atau diberi
wewenang oleh seorang sulthan atau khalifah, adapun persyaratan bagi seorang

yang mencambuk dlantaranya arus mem‘/}gl tubuh yang sedang-sedang saja.

s
Bukan yang terlalu kuat A bahkn 3 alu lemah.
/ *e \\ P
Kedua camb;[ erti halnya syarat or -,ya,,ng mencambuk, cambuk

yang dipergunak slah yang biasa saja dan d1u aan luntur. Tidak terlalu

pendek atau seba%ny terlalu p{j ang dad keras. Ad@tujuannya supaya tidak
2

menyakiti orang yang dicambuk

Ketiga orang yang di ana, bisa dikarenakan terkena had

atau ta’zir. Meskipun seora keadaan sakit, maka ketettapan
hadnya sama yaitu dicambu
Keempat sifat hukuman cambuk, ada beberapa syarat ketika seseorang
“STIBA MARASSAR" ™
memukul dengan sangat keras sehingga mencelakakan dan mengoyak kulit.
Kelima tempat hukuman cambuk, tempat pelaksanaan hukuman cambuk

bisa dilaksanakan dimasa saja, kecuali tempat yang tidak diperbolehkan untuk

pelaksanaan hukuman hdad. Disyaratkan pula hukuman cambuk berdasrkan

9Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri ‘al-Jinat al-Islami Mugarinan bi al-Qaniin al-Wad'’r,
h. 567.
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kemaslahatan bukan berdasarkan ingin menolong yang menyebabkan tidak
objektifnya hukuman cambuk. '
4. Macam-Macam Hukuman dalam Fikih Jinayat
Dalam hukum pidana Islam, hukum terbagi menjadi tiga jenis hukuman,
yaitu:
a. Jarimah Hudud.

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman #hdd,

1) Al-Zina

—_3
an palsu)

2) Al-Qazaf (t

3 N =
3) Al-Syarbu hamr (memiium Iiiﬂnan keras (\
e <

4) Al- Sarigah (pencurian

5) Al-Harabah (perampo
6) Al-Riddah (keluar dari
7) Al-Bagyu (pembrontak:

b. Jarimah Kisas.
STIBA"MARASSAR™ ™
Hukuman kisas terdiri pada pelanggaran terhadap jiwa yang dapat diukur seperti

pembunuhan sengaja, pemotongan anggota tubuh, penghilangan anggota tubuh,

10 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri “al-Jinat al-Islami Muqgdarinan bi al-Qaniin al-Wad'’i,
h. 629-631.

"Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri “al-Jindt al-Islami Mugarinan bi al-Qaniin al-Wad'i,
h. 634.
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dan penganiayaan sengaja. Jadi tidak semua pelanggaran terhadap jiwa dapat
dikenakan hukuman kisas.!> Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-

Maidah/5: 45.

P

of

sl 5 o8 684ty i, oy il iy L 80 81 T rule 55

/Tv ]

SN K TSP DI S .
G (S5 oag o S50 y SIS 23 Doliad 244

Terjemahnya:

Kami telah menurunkan syariat dalam Taurat kepada kaum Yahudi, bahwa
menghilangkan nyawa dibalas dengan menghilangkan nyawa, merusak
mata dengan merusak mata, melukai hidung dengan melukai hidung,
melukai telinga dengan, melukay telinga, mematahkan gigi dengan
mematahkan gigi sebagai hukumanyang setimpal. Siapa saja yang
memaafkan pelakw kéjahs itinya dari tuntutan hukuman, maka
dosa orang yaig-me uni-oleh Allah. Siapa saja yang
tidak mau 1gte . setimpal dalam perkara
pembunuhan-dap/p énganiayaan sesuai syariaf yang Allah turunkan kepada
Nabi-Nya, maka’tareka itu adalah orang-orang zalim.'?

Ayat di atas

N\
nunjukkan bahwa kisas hanTksanakan pada pelaku
3 A P
pembunuhan saja,\iga '

kma kabilah/kelompok asal pelaku

sebagaimana tradisi Yahudi

igantikan berupa diyat (tebusan)

sebagimana Allah berfirman .S. rah/2: 178-179.

% A’E/’// S s w B, g % t L) 5 SN ATt Y an 1T S/‘:A{ EeS L%, A ;
g@:&,&)) )uf;,a.:.gﬂd.}:w*o—}jQl;\bg}jﬂ\ﬂt@b;&w%{-‘d;d&

3 P “’A}},// B }0;// B ,7'.4 /{s:;
Jeladll (Sl Tl Gl il

-

z

PARY < %0 5o 7o i CCRNPY Vit L %
"STHBA MATASSAR <=

Terjemahnya:

Wabhai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan
kisas, hukuman setimpal dalam perkara pembunuhan. Orang merdeka
membunuh orang merdeka, hukumannya dibunuh. Budak membunuh
budak, hukumannya dibunuh. Perempuan membunuh perempuan,

2Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu (t. Cet; Damaskus: Dar al-Fikr,
2002 M), h. 261.

3Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran al-Karim dan Terjemahnya, h. 116.
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hukumananya dibunuh. Pembunuh yang diberi maaf oleh keluarga korban,
maka hendaklah pembunuh membalas budinya dengan berlaku baik
kepada keluarga korban, dan membayar denda kepada mareka dengan
baik. Demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan kalian. Akan
tetapi, siapa saja setelah dimaafkan lalu melakukan pembunuhan lagi,
maka pembunuh itu akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan
akhirat. Wahai orang-orang yang berakal sehat, pelaksanaan kisas
hukuman setimpal itu menjamin keselamatan hidup, agar kalian
bertakwa.'*

Menurut al-Tabari, adapun kewajiban yang diberikan Allah pada kita
dalam kisas adalah tidak melampaui batas dengan membunuh orang yang bukan
pembunuh. Makna ini ditunjukkan untuk memberikan pilihan pada korban
pembunuhan akan melakuk isas at mberikan pengampunan, seraya

S\ SPika
* L . .
menegaskan bahwa ] e’pengampu‘n "\a,dalah sikap yang terbaik dan
-~
~p

4 ilarang mengabaikan h(a%korban untuk menuntut

[ =GN

‘dib yang artinya memberikan

keadilan."

Ta’zir menurut ba

pelajaran, dalam fikih jinaya suatu bentuk jarimah, yang bentuk

jarimahnya adalah hukuma bentuk oleh penguasa.'® Jarimah
ta’zir ini  sangat erkembangan masyarakat dan

kemaslahatannya.

S b i i s Sl B

“Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquranl al-Karim dan Terjemahnya, h. 28.

SMuhammad Abii Ja’far al-Tabarl, Jami’ al-Bayan fi Ta 'wili al-Quran, Juz 3. (Cet. I; t.t.:
Muassasah al-Risalah, 2000 M), h. 357.

16Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 2. (Cet. 1I; Bairiit: Dar al-Kitab, 1977 M), h. 589.
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1) Jarimah hudud dan kisas dan diyat yang mengandung unsur syubhat atau
tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan
maksiat.

2) Jarimah ta zir yang jenisnya ditentukan oleh nas, tapi sanksinya oleh syariat
diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi
timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina
agama.

< [
]genyaslahatan umat, dalam hal ini

realisast

3) Jarimah ta’zir dimana jenis jarimah ‘}n sanksinya secara penuh menjadi
wewenang pengu B&

o

~_
-~
unsur akhlak/*m pertlmbangan \pgaling utama. Misalnya

—\)

pelanggara dap peraturan hngkunga %u, lalu lintas, dan

pelanggara Eh idap pemetntah laljnya C

Asas legahtas jarimah fa ziz menjadi hak penguasa Negara atau petugas

yang ditunjukkan,bertujuan masyarakat. Selain petugas yang

ditunjukkan tidak boleh mel n ta’zir, meskipun hukuman yang
menghabiskan nyawa. Dala imah fa’zir prinsip utama yang
menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi

“STIBA MARASSAR™ "

harus sesuai dengan prinsip syariat.'®

5. Tujuan Penerapan Hukuman Cambuk dalam Islam.

"Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri “al-Jindi al-Islami Mugarinan bi al-Qaniin al-Wad'i,
h. 150.

8Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri ’al-Jinai al-Islami Mugarinan bi al-Qaniin al-Wad'1,
h. 154.
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Tujuan dari penerapan hukuman adalah supaya terciptanya stabilitas sosial
berupa keadilan, keamanan dan kesejahteraan sosial.!” Adapun tujuan penerapan
hukuman cambuk dalam Islam memiliki beberapa tujuan yaitu:

a. Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat kesalahan agar tidak
mengulanginya lagi.

b. Perbaikan dan pendidikan tujuan ini adalah untuk mendidik pelaku agar
menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya, dengan adanya

hukuman seperti ini bisa membuat pelakligz}dar.

\

2
sesungguhnya Xué( man itu disyariatKan sebag: 'i}\‘hmat Allah dan kasih
N+ pisvere b
sayang Allah kepada ha
Sebagimana Allah be al-Zumar/39: 53.

Terjemahnya:

lahyp Wahai hamba-hamb n 1 bat hadap diri

O 8 £ W W i

Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.?!

"“Nur Rofiah dan Imam Nahe’i, Kajian Tentang Hukum dan Perkembangan dalam Islam:
Konsep Ideal Hudiid dan Praktiknya (t.Cet; Jakarta: Komnas Perempuan, 2016 M), h. 53.

2Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri ’al-Jinat al-Islami Mugarinan bi al-Qdaniin al-Wad'i,
h. 149.

21 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran al-Karim dan Terjemahnya, h. 469.



19

B. Legalitas Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 terhadap Pelaksanaan Fikih
Jinayat
1. Pengertian Qanun
Qanun pada umumnya dipahami dengan peraturan. Namun untuk mencari
kejelasan pengertian tentang Qanun disebutkan sebagai berikut, Secara Etimologi
Qanun adalah: sebuah kata dari bahasa Arab Qaniin (05%) yang artinya membuat

hukum.?? Sedangkan secara Terminologi: Qanun merupakan produk ijtihad, yang

b o : NI
adalah produk yang dlbq&?l}‘bba
—
. )/ R
tanda tangani oleh (léb r dan bupati atau w.
&~ 2

berskala kedacrahan-atau lazim discbut perda (per

menjadi landasan hukum untuk girapakan ‘gﬁllam wilayah tertentu. Qanun Aceh
N

2. Sejarah Penerapan Q

Aceh merupakan sala am terbesar di Indonesia. Kerajaan
Aceh Darussalam yang didi Ali Mughayat Syah (916-936 H/
1511-1530 M), adalah sebuah kerajaan yang ditegakkan atas asas-asas Islam.
diciptakan atas arahan Sultan Iskandar Muda, misalnya disebutkan bahwa sumber

hukum yang dipakai dalam negara adalah Alquran, hadis, ijmak dan giyas.**

22Ibrahim Mustafa, dkk, al-Mu jam al-Wasit, h. 763.

23Sulaiman, Studi Syariat Islam di Aceh (Cet I; Banda Aceh: Madani Publisher, 2018 M),
h. 75.

%Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, Politik Dari Indonesia Hingga
Nigeria (t. Cet; Ciputat: Pustaka Alvabet, 2004 M), h. 13.
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Qanun Aceh adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaundang-undang di
Wilayah Aceh dalam penyelenggaran otonomi khusus (pasal 1 ayat (8) undang-
undang nomor 18 tahun 2001). Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa isi
muatan Qanun hanya mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat delegisi suatu
undang-undang dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus.

Penerapan Qanun di Aceh pertama kalinya diterapkan pada tahun 2002,
didasarkan pada konstitusi dasar, yaitu UUD 1945. Selanjutnya PERDA

¢ 2’ < . .
ngan,. aqidah, ibadah mua’malah,

termasuk didalamnya

menyebutkan seluruh elemen elaksanazllly Syariat islam akan dilaksnakan
g:bunga

akhlah, pembelaan 15,4% dha pendidikan, ma b.\ﬁ@,rdata dan pidana. Teknik

Istimewa Aceh meliputi:
a. Penyelenggaraan kehidup:
b. Penyelenggaraan kehidupan adat.
“STIBA"MAKASSAR
d. Peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah.
Syariat Islam di Provinsi Aceh secara resmi dideklarasikan oleh Gebernur

Aceh pada 15 maret 2002 M atau bertepatan 1 Muharram 1423 H. Tanggal dan

23Sulaiman, Studi Syariat Islam di Aceh, h. 56.

2Edy Sudibyo, Nanggroe Aceh Darussalam Naskah Undang-Undang No. 14 Tahun 1999
dan Undang-Undang Tahun 2001, h. 5.
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tahun itu menjadi awal sejarah yang cukup penting bagi Aceh dalam penerapan
sayariat Islam secara kafah(sempurna). 2’

Dari seluruh rangkaian sejarah di atas akhirnya pemerintah pusat
memberikan Otonomi khusus berdasarkan undang-undang, dan pada akhirnya
pemerintah daerah Aceh atau yang disebut pemerintah Aceh membuat peraturan
Daerah yang disebut Qanun dan secara resmi menjadikan hukum Islam sebagai

hukum positif yaitu hukum public yang meliputi maisir, khamar, dan khalwat.?®

—
Dalam naska mik dan rancangan uwn jinayat yang dipersiapkan
~2 ¢

oleh para ahli, m odeutama yang digunakan dala erapan syariat Islam di

3 N—
Aceh berdasarkar%m at pokok tikiran (jinsip) ya B\\enj adi pegangan utama:

Pertama: ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan harus tetap bersumber dari

Alquran dan Sunnah Rasulul ran dan pemahaman atas al-quran

dan Sunnah Rasulullah terse gkan dengan keadaan masyarakat
Aceh khususnya, kepada s¢ indonesia secara umum. Ketiga:
penafsiran dan pemahaman tersebut diupayakan selalu berorentasi ke masa depan

ketentuan lama (mazhab) yang masih relevan serta berusaha mencari dan

merumuskan ketentuaan baru yang baik dan unggul.?

2Sulaiman, Studi Syariat Islam di Aceh, h. 95.
Sulaiman, Studi Syariat Islam di Aceh, h. 97

YAl- Yasa’ Abu Bakar, Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Figh
dalam Negara Bangsa (t. Cet; Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi, 2008 M), h. 56-57.
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Berdasarkan prinsip di atas terbentuklah landasan perumusan Qanun Aceh
yang termuat dalam naskah UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh , dan UU No.18 Tahun 2001
tentang otonomi khusus. Dari subtansi hukum, pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat 1Provinsi Daerah Istimewa Aceh
untuk tahap pertama telah membentuk Qanun-Qanun yang berkaitan dengan
hukum pidana Islam dan jinayat:

a. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Mi‘rlgman Keras.
\A
N

jarimah dan - ‘ugiitbah.’'

hukumannya termuat dalam ( or 6 Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Qanun Nomor 12 Tah Minuman Keras. Bab Ipasal I
menyebutkan bahwa minuman yang memabukkan apabila dikonsumsi dapat
STIBA MARASSAR" ™
Islam sangat tegas melarangnya, secara ekonomi budaya dan agama

minum=minuman keras menggrogoti pendapatan dan pengeluaran dan

kemalasan dalam beribadah. Maka ketentuan tindak pidana, setiap orang yang

39Teuku Abdul Manan, Mahkamah Syari’ah Aceh dalam Politik Hukum Nasional (Cet. I;
Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018 M), h. 142.

3'Dzulkarnaini, Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam Gagasan dan Pelaksanaan di
Wilayah Timur Aceh (t. Cet; Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011 M), h. 40-41.
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mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya diancam dengan hukuman 40
kali cambuk. Setiap orang yang memproduksi, menyediakan dan turut
membantu dan sejenisnya, diancam dengan hukuman fa zir berupa kurungan
paling lama 1 tahun dan paling singkat 3 bulan atau denda maksimal Rp.
75.000.000, minimal Rp. 25.000.000.%

b. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (judi). Maisir atau judi adalah
suatu bentuk permaian yang mengandung unsur taruhan dan orang yang
menang dalam permaian 1tu erhak men‘jpatkan taruhan rersebut aeperti hal

CCs o

meru .budaya jelek peradaban manusia
~_

nya minuman keras i
sejak dulu. Ma & an tindak pidanag setiap orang yang sengaja
<4

melakukan pe

n maisir (judi) dengan nilal\ ahan atau keuntungan,

2
diancam huku%a cambuk maksimal | 12 ‘kali, <1(1&{1‘@1 6 kali. Bagi yang

menyelengarakan maisir Qudi)__diancam_hukuman denda maksimal Rp.

35.000.000,- atau maksim
c. Qanun Nomor 14 Tahu alwah (mesum). Khalawat adalah
keadaan seorang yang me dari pandangan orang lain, dalam
pemakainya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Yang dimaksud
S TTBAMARASSAR™
terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita

yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan. Maka Ketentuan tindak

32Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Himpunan UndangUndang,
Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan
Pelaksanaan Syari’at Islam, h. 9.

3Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Himpunan UndangUndang,
Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan
Pelaksanaan Syari’at Islam, h. 10.
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pidana, setiap orang yang melakukan khalwah (mesum) diancam hukuman
cambuk maksimal 9 kali, minimal 3 kali. Setiap orang yang memberikan
fasilitas kepada pelaku khalwah (mesum), diancam hukuman ta’zir berupa
kurungan maksimal 6 bulan, minimal 2 bulan atau denda maksimal Rp.
15.000.000, minimal 5.000.000.3
Pembentukan dan pemberlakuaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang
hukum jinayat, merupakan penyempurnaan terhadap: (1) Qanun No 12 Tahun
2003 tentang minuman khantar dan sejeni‘gya (2) Qanun No 13 Tahun 2003
\ Cls

tentang maisir (peI]udl ) Qan .,14 ;Tahun 2003 tentang khalwah
~_

(mesum).* / SP PN
-
Penerapan puin- No 6 Tahun 2014 te}@hukum jinayat sempat
a tkhirnya dlsahkan jeh pemerq Aceh pada tahun 2015.

Pemberlakuan Qanun ini diharapkan dapat memaksimalkan pelaksanaan syariat

Islam di Aceh secara kafah (s

Dengan demikian leg 6 Tahun 2014 dalam pelaksanaan
hukum Islam di Aceh di a: untuk kesempurnaan hukum
material yang terkandung dalam Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
“STIBA"MARKASSAR" *

Nomor 14/2003 tentang khalwat serta pelanggaran syari’at Islam lainnya. Kedua:

untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan dan penegakan nilai-nilai

34Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Himpunan UndangUndang,
Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan
Pelaksanaan Syari’at Islam, h. 11-12.

3Fauzi. Hak Asasi Manusia Dan Penerapan Syariat Islam Di Aceh (Cet. I; Banda Aceh:
NASA, 2017 M), h.234 .

36Sulaiman, Studi Syariat Islam di Aceh, h.91
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syariat Islam sesuai dengan UU Nomor 44/1999 tentang penyelenggaran

keistimewaan Aceh, dan UU Nomor 11/2006 tentang pemerintahan Aceh.?’

STIBA MAKASSAR

3"Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Himpunan UndangUndang,
Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan
Pelaksanaan Syari’at Islam, h. 24-30.



BAB II1
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian skripsi ini adalah termasuk penelitian lapangan (field
research) yaitu memaparkan dan mengambarkan keadaan serta fenomena yang

lebih jelas mengenai situasi yang telah terjadi, maka metode penelitian yang

: NG 2’ < 4. .
ng dilakukan dengan cara terjun
\\\"c

digunakan adalah penelitian kuag:atif. Penil/i;;ian ini juga bisa dikatakan sebagai

Dalam penelitian ini, objek
penelitiannya adalah implet cambuk yang diterapkan dalam
Qanun Aceh No 6 Tahun 20 1 masyarakat kota Lhokseumawe.
2. Lokasi Penelitian
Kota Lhokseumawe, alasan dipilihnya Kota Lhokseumawe karena menarik

Aceh, lebih jelasnya lokasi penelitian yaitu di Kantor Dinas Syariat Islam Kota

lhokseumawe, Kantor Mahkamah Syariat Islam Kota Lhokseumawe, dan Kantor

Wilayatul Hisbah, Kota Lhokseumawe.

'Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi . Suatu pengantar (t. Cet; Jakarta:
Rajawali Pres, 2006 M), h. 68.

26
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B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir yang
digunakan dalam menganalisis saran atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah
displin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalis objek yang diteliti sesuai
dengan logika ilmu. Adapun pendekatan yang digunakan sebagai berikut:

1. Pendekatan Normatif

Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan
dengan meneliti bahan kepustakaan beru E/,puku-buku dan peraturan Undang-
(ls

ah%s,.? Pendekatan yang dilakukan
~_
-~

yang diterapkan oleh pemerintahkota Lhok awe.

3. Pendekatan Historis
STIBA MAKASSAR ™™
mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis.* Pada penelitian ini

pendekatan yang dilakukan adalah memilih subjek (narasumber) yang akan diteliti

2Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (t. Cet; Jakarta:
Rajawali Press, 2009 M), h. 13-14.

3Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi: Suatu pengantar (t.Cet; Jakarta:
Rajawali Pres, 2006 M), h. 68.

4Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (t. Cet; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003 M),
h. 99.
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dan penulisan sejarah yaitu menulis semua informasi yang didapatkan dari
narasumber. Serta menjelaskan apa yang terjadi pada masa lalu selengkap dan
seakurat mungkin.
4. Pendekatan Teoretik
Penelitian teoretik adalah seperangkat dalil atau prinsip umum yang
menerangkan, meramalkan aspek-aspek suatu realitas.’ Pendekatan ini dapat
digunakan untuk memahami konsep dan sistem implementasi hukuman cambuk

dalam perspektif hukum Islam studi penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014

)
C. Sumber data /;?

~ : \:'
Sumber d a lah tempat data diperoleh %n mengunakan metode
&\

tertentu baik be%pa manu51a| ataupun, dokumen- umen penelitian ini,

<
mengunakan sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah angsung memberikan data kepada

pengumpul data.” Sumber utz di lokasi 12 itian terdiri dari Dinas syariat kota

Lhokseumawe, Mahkamah syariat kota Lhokseumawe, Kepala Wilayatul Hisbah
STIBAMAKASSAR ™
Masyarakat, pelaku pelanggaran dan masyarakat secara umum.

2. Data sekunder

SAbdul Aziz, Jelajah Dakwah Klasik-Kontemporer (t.Cet; Yogyakarta: Gama Media, 2006
M), h. 6.

Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian
(t.Cet; Surakarta: UNS Press, 2006 M), h. 56-57.

"Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2013 M), h. 224.
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Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung atau penuturan
mengenai suatu peristiwa yang tidak disaksikan secara langsung.® Penelitian ini
berusaha mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan judul skripsi, baik
itu buku- buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, tulisan atau
makalah dan bahan lain dalam bentuk tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi
ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digu{lgl(an dalam penelitian ini yaitu:
\
\ (cs
1. Observasi / '&ﬁe/ -t . 2
%5# *e \\.\ P
Observasi alﬁki ,'metode pengemban -.\pfg,ngetahuan ilmiah yang
&~ 2 ¥ <4

0 )
menjamin kesesuain“pengamatan dengan kenyataan.\ elitian ini mengunakan
3 —
sifat interaksi la%)sg: 1g dengarl sumber] dan mer é)\qkan pencatatan secara
2

sistematis mengenai tingkah laku dengan melithat dan mengamati induvidu atau

kelompok secara langsung, asi observasi dilakukan di Kota
Lhokseumawe.
2. Wawancara
Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau percakapan antara dua
mengunakan metode tanya jawaban dan mengumpulkan informasi dari berbagai

sumber, dan informan yang akan diwawancara adalah:

8Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet. 1I; Surabaya: Usaha Nasional,
1982 M), h. 393.

Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (t. Cet; Jakarta: Gramedia,
1976 M), h. 139.

19Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, h. 231.
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a. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe.
b. Kepala Mahkamah Syariat Islam Kota Lhokseumawe.
c. Kepala Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe.
d. Tokoh masyarakat Kota Lhokseumawe.
e. Masyarakat umum Kota Lhokseumawe.
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan catatan peristiwa yang sudah berlalu.'!

Penelitian ini mengunakan dokumentasi se%ai pelengkap dari metode observasi

: ¢, [
wawancara, foto-foto di lokasi

dan wawancara, yang;, egb tran
\.\ P
penelitian, literatur- 1/1% ?9; d1 kantor Dinas Sya dan, Mahkamah Syariat Kota

Lhokseumawe
E. Instrumen P%e&%n I I (

Instrumen  penelitia alat yang digunakan untuk

mengumpulkan, memeriksa u masalah atau mengumpulkan,

mengolah, menganalisa dan ata secara sistematis serta objektif
dengan tujuan memecahkar atau menguji suatu hipotesis.!'?
Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
STIBA"MAKASSAR
Pedoman wawancara digunakan dalam melakukan wawancara yang

dijadikan acuan dasar untuk memperoleh informasi dari informan dalam bentuk

daftar pertanyaan. (Pedoman Terlampir).

"Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, h. 240.

12Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis (Cet. VI; Jakarta:
PT Rineka Cipta, 2006 M), h. 65.
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2. Buku catatan dan alat tulis
Buku dan alat tulis digunakan untuk mencatat semua percakapan yang
diperoleh dari sumber data selain itu buku catatan dan alat tulis membantu dalam
penyusunan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi.
3. Alat perekam
Alat perekam digunakan untuk merekam semua percakapan atau
pembicaraan dengan informan, dengan tujuan supaya tidak luput dari apa yang

disampaikan oleh informan. Jadi alat
\

Er/gkam ini baru digunakan apabila

R P e} RE
mendapatkan izin dari infermam ugtuk me pumﬁkan wawancara
)\ *e ~—_
. o 7 . ! - ~
F. Teknik Pengola n Analisis Data ‘G 2
. \n: \
1. Teknik Pengofahan Data

Pengolaha\;d ta adala1 rosesi cara, @tan mengolah semua

keterangan untuk keperluan penelitian_yang bersifat sistematis dan terencana.'’

Adapun bentuk pengolahan d n sebagai berikut :

a. Klasifikasi Data
Klasifikasi data adal ah rancana yang harus ada dalam

pekerjaan, agar hasil dari pekerjaan yang dimaksud tercipta dengan baik dan

yang dihasilkan dalam penelitian.

b. Reduksi Data

3Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Cet. I;Jakarta.: Rineka Cipta,
2006 M), h. 50.

"“Musanef, Manajemen Kepegawaian di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Gunung Agung, 1983
M), h. 78.
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Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data.!’
Penelitian ini mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik di
mana data tersebut bersumber dari hasil penelitian.

c. Editing Data

Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan
dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.'¢ Penelitian ini dilakukan untuk
memperbaiki data serta men%hi angkan kezalgu-raguan atas data yang diperoleh
dari hasil wawancara. '&M”\s‘e/
-—)

2. Analisis Data/>§y
~2 ¢

Analisis d t:\\\) latu teknik yang mengelom , membuat, menipulasi

serta menjelaskan kualitas leh.'"® Data selanjutnya dianalisa
menggunakan metode analis cara berpikir yang ditangkap dari
pernyataan besifat umum lal an yang bersifat khusus.!® Metode
ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Implementasi Hukuman Cambuk

“STIBA"MARASSAR "

Tentang Jinayat di Kota Lhokseumawe.

SMuri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan (Cet.
1V; Jakarta: Kencana, 2017 M), h. 408.

19Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, h. 27.

"Nazir Muhammad, Metode Penelitian (t. Cet; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988 M), h.
419.

8Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, h.15.

9Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif dan Terapannya dalam Penelitian, h. 45.
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Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan mengunakan cara
diskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas
suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas
terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk diambil suatu
kesimpulan.?

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah yang

dilakukan benar-benar ilmiah Se aligus untu‘k/ymenguji data yang diperoleh. Untuk
s

sud penelitian. Maka dalam hal ini
~_

dengan sumber data da pulan data penelitian, untuk

membandingkan derajat kep formasi memalui waktu dan alat
yang berbeda dalam metode dapat dicapai dengan jalan sebagai
berikut:

STIBA"MARKASSAR

2. Membandingkan perkataan yang di depan umum, dengan perkataan secara

pribadi.

20J.Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (t. Cet; Bandung: Ramaja Rosdakarya,
2005 M), h. 6.

2'Beni Ahmad Saebani dan Afifuddin, Metodologi Penelitian Kualitataif (t. Cet;
Bandung: Pustaka Setia, 2009 M), h. 143.
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3. Membandingkan keadaan perspektif sesorang dengan berbagai pendapat
dan pandangan orang seperti yang berpendidikan lebih tinggi dalam
bidang yang sedang diteliti.*?

Selain teknik triangulasi peneliti juga memakai teknik pengamatan yaitu
melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari
dekat kejadian dan kegiatan yang dilakukan sehingga meningkatkan kepercayaan
data.”? Dalam penelitian ini juga melakukan metode secara berkelanjutan untuk
memastikan data dan kronol(z‘ 1 peristiwa,‘g’ghingga dapat dicatat atau direkam

; C Cs

g(dikumpulkan sudah benar atau
~_

STIBA MAKASSAR

22Beni Ahmad Saebani dan Afifuddin, Metodologi Penelitian Kualitataif , h.143.

BRiduwan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2004 M), h.
104.



BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Lhokseumawe adalah sebuah kota di provinsi Aceh, secara etimologi
Lhokseumawe berasal dari kata Lhok dan Seumawe. Dalam bahsa aceh dapat
berarti dalam, teluk, palung laut, dan Seumawe bermaksud air yang berputar-
putar atau pusat mata air pada laut sepanjang lepas pantai banda Sakti dan
sekitarnya. Keberadaan Kota \i‘ni tidak lepai/dyari kemunculan kerajaan Samudera

. (T o

ni ‘menjadi bagian dari kedaulatan
~_

-inj_berada persis di tengah-

/.f
Kesultanan Aceh se#kq n 1524." Sehingga

BN P} 4
)

tengah jalur timu Strhatra. Berada di antara Ban dan Medan, sehingga

kota ini merupakaial vital dlStlbu daj perdagan@ 1 Aceh.

1. Keadaan Geograﬁs

a. Letak Geografis
1) Sebelah utara berbata
2) Sebelah Selatan deng Makmur,Kabupaten Aceh Utara.
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten
STIBA MAKASSAR
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh

Utara.?

b. Pembagian Wilayah

'Pemerintah Kota Lhokseumawe, “Sejarah Kota Lhokseumawe” Official Website
wikipidia.org, http://id.wikipidia.org/ kota lhokseumawe (17 Mei 2020 M)

’Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2019 (t.
Cet; Kota Lhokseumawe: BPS Kota Lhokseumawe, 2019 M), h. 2.
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Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 Wilayah kecamatan sebagai berikut:
Blang Mangat dengan luas wilayah 56,12 km2, Muara Dua luas wilayah 57,80
km2, Muara Satu luas wilayah 55,90 km2, Banda Sakti luas wilayah 11,24 km2,
keempat kecamatan ini terdiri dari 9 kemukiman dan 68 Desa di Kota
Lhokseumawe. Pengunaan lahan terbesar di Kota Lhokseumawe adalah untuk
pemukiman seluas 10877 ha atau sekitar 60% dari luas yang ada. Kebutuhan lahan

yang menonjol adalah untuk usaha kebun campuran 4.590 ha atau sekitar 25,35%,

" —

¢ Cs
kebutuhan perkebunan '&y@t ) an scluas 746 ha atau sekitar 4%

dan untuk lain- lamn)/éSP € 5 2,
Pay
N

di samping untuk kebutuhan persawahan seluas 3747 ha atau sekitar 21%. Untuk
v
dima

pada posisi 96°20° — 97°21° 4°54° — 05°18’ Lintang Utara, dan

diapit oleh Selat Malaka sert di ketinggian rata-rata 24 meter di

atas permukaan laut. Denga ra minimum tahun 2019 22°C dan
rata-rata udara maksimum 34°C. Rata-rata kelembapan udara tahun 2019 berkisar

"STIBA'MARASSAR® "™

dengan 1011mb, dengan curah hujan rata-rata sekitar 117mm.*

Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2019, h. 2.
“Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2019, h. 3.
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2. Keadaan Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Lhokseumawe tahun 2018 adalah 203.284 jiwa
yang terdiri dari 101.290 jiwa penduduk laki-laki dan 101.994 jiwa penduduk
perempuan. Terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 2,16 persen dari tahun
sebelumnya yang berjumlah 198.980 jiwa. Kota Lhokseumawe memiliki piramida
penduduk berbentuk expansive. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar
penduduk dalam kelompok uisa muda. Pirgglvida bagian paling dasar (kelompok

~ : > ¢ ‘> < . .
terjad yrangan yang berarti pada tingkat
*

usia 0-4 tahun) menunj

TS S,
kelahiran. Konsep rﬁi‘?, angga menurut BPS<adalah seorang atau kelompok
~2 ¢

orang yang men jami b'sebagian atau seluruh fisi & dan biasanya tinggal
3 —=
bersama serta m%aa dari satu Eapur sellingga jur tﬁ\\rumah tangga di Kota

Lhokseumawe semenjak 2018-2019 “adalah sebanyak 45.998 rumah tangga,

adapun rata-rata jumlah pend % nga adalah 4 penduduk. °
b. Keadaan Sosial Ekonom

Perekonomian Kota iengarah pada sektor perdangan
,Hotel Restoran. Sektor ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat
Lhokseumawe merupakan kota transit antara Meda dan Banda Aceh. Selain itu
karyawan negeri dan swasta yang bekerja di Kota Lhokseumawe sering mencari
penginapan ketika dalam masa penugasan, mengingat karyawan-karyawan

tersebut berasal dari luar Kota Lhokseumawe dan Sebagian lainnya penduduk

SBadan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2019, h. 4.
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Kota Lhokseumawe bermata pencaharian sebagai nelayan, petani baik sawah
maupun kebun. dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara keseluruhan sebagian
besar bekerja pada sektor jasa yaitu 30%, kemudian sektor perdangangan sbesar
24%, dan sektor yang lebih sedikit jumlah pekerjanya pada sektor pertambangan
0%. ©
c. Agama dan kepercayaan

Kota Lhokseumawe adalah daerah mayoritas Islam. Kota ini penduduknya

menganut agama Islam, Krlste Budha En/’gskipun begitu toleransi beragama
¢ ¢>

begitu kental dan kuat/y dgan m ]ga(t Masyarakat muslim di Kota
*
\
Lhokseumawe dlkexlél gai pemeluk yang r}gadap syariat agama dan
hnya Walaupun begitu :1% t daerah setempat juga

tetap dipegang teg\ selama tldali bertentaigan deng@ran agama.’

d. Pendidikan dan Kebuda

rajin menjalanka

Kota Lhokseumawe endidikan diantara kabupaten/kota

yang berada di sekitarnya s dapat pelajar pendatang dari luar
wilayah. Lhokseumawe memiliki fasilitas sekolah yang terdiri dari sekolah negeri
wilayahnya.

Dari hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang
dilaksanakan oleh BPS Tahun 2018, tercatat bahwa Angka Partisipasi Sekolah

(APS) anak usia 7-12 sebesar 100 persen yang berarti seluruhnya dari anak usia 7-

®Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2019, h. 4.
"Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2019, h. 5.
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12 tahun berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan sekolah dasar. Penduduk
berusia 13-15 tahun yang berpendidikan SMP yakni sebesar 100% dan penduduk
berusia 16-18 yang berpendidikan SMA adalah sebesar 87,01%. Berdasarkan
hasil survei Susenas Tahun 2018 Kota Lhokseumawe adalah kota pendidikan
dimana persentase penduduk usia 7-24 tahun namun belum pernah sekolah
maupun belum tamat sekolah dasar sebesar 0,00 persen. Hal ini menandakan

bahwa tingkat partisipasi sekolah sudah meningkat ke arah yang lebih baik.?

3. Sarana dan Fasi}' '§1§
/.f
a. Sarana Pendldl

\h
Kota Lho e camawe merupakan pusat pendi 1 %mn‘[ara Kabupaten/kota

yang berada di s \ya sehmiga anyik terdapa(Jar pendatang dari luar

wilayah. Jumlah sarana pendidikan umum yang ada di Kota Lhokseumawe antara

lain terdiri dari Taman Kang t (swasta 24 unit), Sekolah Dasar

sebanyak 59 unit, SLTP SMU/SMK sebanyak 13 unit,
Akademi/Perguruan Tinggi ndidikan agama yang ada 8 unit
Madrasah Ibtidaiyah (5 negeri dan 3 swasta), 6 unit Madrasah Aliyah (1 negeri

"STIBA"MAKASSAR "™

unit Balai Pengajian.’

8Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2019, h. 9.

Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2019, h.
12.
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b. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan Masyarakat Kota Lhokseumawe umumnya terkenal
masih kental dengan kehidupan beragama. Jumlah tempat ibadah di Kota
Lhokseumawe adalah 196 unit. Terdiri dari Mesjid sebanyak 118 unit, Mushlla 76

unit, Gereja 1 unit, Biara 1 unit.!°

c. Sarana Pelayanan Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan me‘:l/iputi siklus atau tahapan kehidupan

'
\ ¢ ¢>
“@w\ unft ,Rumah Sakit (RS), 7 unit

~_

manusia. Kota Lhokse rdapat

—)

) ~
Puskesmas, 12 uni/>v§ esmas Pembantu 5c, uEEg,smas keliling, 46 unit
&~ 2 ¥ <4
N
Polindes/Poskesdes, praktek dokter sebanyak 8 unit, %ﬁk dokter gigi sebanyak

Y <
8 unit, 77 unit tol\xe at , dan dlngan jumlah tenagf@\eha‘can yang tersedia 60

Dokter, 5 dokter gigi, 399 tenaga Medis, 194 perawat, 151 bidan, 9 tenaga

farmasi, 4 Ahli Gizi, dan 7 a

Menurut data susenas eumawe yang menggunakan BPJS
kesehatan PBI untuk berob %, dan 18% mengunakan BPJS
kesehatan Non PBI, dan sebesar 1% mengunakan Jamkesda. Sedangkan untuk

"STIBA MARASSAR™ ™

pemerintah dan Rumah Sakit swasta, kemudian sebesar 20% memilih berobat di

9Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2019, h.
13.

"Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2019, h.
13.
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praktek Dokter/Bidan dan sebesar 4% masyarakat memilih berobat di

Klinik/Praktek Dokter bersama.'?

d. Sarana Transportasi

Untuk sarana transportasi, Kota Lhokseumawe mempunyai fasilitas jalan
dalam kondisi yang cukup bagus yaitu 171,31 km dan 107,01 km jalan dalam
kondisi sedang dan 71,24 km jalan dalam kondisi rusak, dan 62,91 km jalan dalam

keadaan rusak berat. Yang mana ini selalu (iil'ﬁllui oleh kendaraan roda empat baik

< AN RE .
kendaraan angkutan unym méa kenda; pribadi.
/ *e \\\ P
~p

—

K\‘

}P ,

S ¥ " 2,
& 2 ¥ <4

—_ N

man Cambuk Berdasarkan m Aceh No. 6 Tahun

dalam hukum pidana Islam : k bahkan sering disebut sebagai
uqubat (sanksi) khas yang
hukum pidana konvensional.
dan 7a’zir. Cambuk sebagai hudud lumrah dipahami sebagai sanksi yang
hukuman cambuk sebagai hudud kerap disamakan dengan pelaksanaan ibadah;
tidak ada logika di dalamnya. Berbeda dengan hukuman cambuk yang

diklasifikasikan sebagai takzir. Hukuman cambuk dalam kategori kedua ini boleh

12Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2019, h.
14.
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diinterpretasi baik jenis, jumlah, dan tata laksananya. Pada bagian inilah hukuman
cambuk cenderung diterima sebagai hasil ijtihad yang mungkin berubah-ubah.!?
Penerapan hukuman cambuk ini pertama kali dilaksanakan pada hari jumat
tanggal 08 September 2017 yang sempat terhenti selama 11 tahun terakhir.
Selama ini Pemkot Pemerintah kota Lhokseumawe menerapkan hukuman cambuk
bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemaslahatan
bagi masyarakat.'* Adapun prosedur seseorang dijatuhi hukuman cambuk yaitu

pertama sekali pelanggar diserahkan kepada ‘Bgnyidik, baik itu penyidik kepolisian

\
- <SSV
maupun penyidik pegawai ’ i sipi
Y ) A 3, |
melengkapi berita 6?9, BAP) dan menyerahkan kepada kejaksaan selaku
SR o
—_N

penuntut umum, sgt berita acara pemeriksaan di

3 N—
jaksa menyerahka§ ada hakirt mahkajah syaria@lk disidangkan. Setelah
e <

dengan hasil putusan dari ha

Pelaksanaan hukumat 1kukan di halaman terbuka baik itu
di depan mesjid ataupun dilapangan. pelaksanaan eksekusi ini dihadiri oleh
“STIBA"MARASSAR ™™
Kota Lhokseumawe. Adapun Persiapan yang dilakukan, yaitu disediakan

Panggung berukuran 3 x 3 meter persegi di halaman yang telah disediakan.

BMisran Fauzi, S.Ag., M.Pd. Kepala Dinas Syariat Kota Lhokseumawe, Wawancara
pribadi. Kota Lhokseumawe, Tanggal 8 Mei 2020 M.

“Drs. Iskandar, MH. Hakim muda madia mahkamah syariah kota Lhokseumawe,
Wawancara pribadi. Kota Lhokseumawe, Tanggal 11 Mei 2020 M.

5Drs. Iskandar, MH. Hakim muda madia mahkamah syariah kota Lhokseumawe,
Wawancara pribadi. Kota Lhokseumawe, Tanggal 11 Mei 2020 M.



43

Diatas panggung, dibuat garis lingkar berdiameter 1 meter, disinilah tempat para
terhukum dieksekusi. Lalu disediakan Pagar berjarak 10 meter dari panggung,
untuk membatasi penonton, juga telah disiapkan mobil ambulan dan tenaga
kesehatan jika ada terhukum yang membutuhkan perawatan medis.'®

Terhukum dibiarkan dalam keadaan bebas, tidak diikat dan tidak diberi
penyangga. Sekiranya terhukum tidak sanggup lagi menerima cambukan, maka
dokter pengawas akan mengetahuinya dan pencambukan akan dihentikan.

Terhukum diberi pakaian yang menutup aurat, sehingga cambuk tidak langsung
\B

mengenai kulit.
Y x
Wilayatul Héq‘i? enyiapkan algojo,

adalah rotan dengan diamete 1 c¢m yang diayunkan ke punggung
si terhukum atas perintah jak

Jika terhukum melawan atau melarikan diri maka pencambukan akan

"STIBA"MARKASSAR ™™

"®Hasrul Faudy, SE. Kepala Oprasional dan pengendalian Wilayatul Hisbah Kota
Lhokseumawe, Wawancara pribadi. Kota Lhokseumawe, Tanggal 12 Mei 2020 M.

""Hasrul Faudy, SE. Kepala Oprasional dan pengendalian Wilayatul Hisbah Kota
Lhokseumawe, Wawancara pribadi. Kota Lhokseumawe, Tanggal 12 Mei 2020 M.
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setelah si terhukum selesai menjalani hukuman, si terhukum akan diberikan

salinan berita acara sebagai bukti telah menjalankan hukuman. '8

Dalam penerapan hukuman cambuk berdasrarkan Qanun Aceh No. 6 tahun
2014 tentang jinayat di Aceh terdapat tiga jenis jarimah yang dikenakan hukuman
cambuk. Yaitu masalah khalwat, maisir, dan khamar. Yang pertama masalah
khalwat, masalah khalwat di atur dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003. Adapun
ketentuan — ketentuan materil tentang larangan khalwat yang diatur dalam Qanun

: CCs o
haram "
*e

*

No. 14 Tahun 2003 adalah sebagai berikut: Q/aynun No.14 Tahun 2003:
N
Pasal 4 Khalwat mesum X

TS -3,
Pasal 5 Setiap orang Aﬂa g melakukan khalwat (1 2
~ 2 ¥ <4
A\

—_N
Pasal 6 Setiap or: 9 itau kelompok masyarakat ata ratur pemerintahan dan
)

2
badan usaha dilar%g—g \)mberikai fasilitaslkemudahg <d}p/atau melindungi orang
e <

yang melakukan khalwat/mesum

Pasal 7 Setiap orang, baik elompok berkewajiban mencegah

terjadinya perbuatan khalwat
Adapun ancaman pelanggaran Qanun ini adalah

sebagai berikut:

dalam pasal 4, diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa dicambuk paling banyak 9

(sembilan) kali dan paling sedikit 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupuah), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta

"Hasrul Faudy, SE. Kepala oprasional dan pengendalian Wilayatul Hisbah Kota
Lhokseumawe, Wawancara pribadi. Kota Lhokseumawe, Tanggal 12 Mei 2020 M.
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lima ratus ribu rupiah). (7)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai mana
dimaksud dalam pasal 5 diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa kurungan:

(1) Paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/ atau

denda paling banyak Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6
adalah jarimah ta’zir."

Adapun masalah Maisir diatur dengan Qanun Nomor 13 tahun 2003.

. 55
\ >
Dengan ketentuan-keten '&u‘%;ﬂ tent a,tzﬁlgan Maisir tersebut adalah:
Wi N
ram

3y

=Y T3
Pasal 4 Maisir hukurlﬁy s,

&~ 2 P . <4
S f N
Pasal 5 setiap or arang melakukan maisir. S
)

2
Pasal 6 (1) Se \cspg rang atau badan| hukum au\ badan usaha dilarang
\ g ¢ N
e <

menyelenggarakan dan/ atau_memberikan _fasilitas kepada orang yang akan

melakukan perbuatan Maisir; au badan hukum atau badan usaha

dilarang menjadi pelindung t

Pasal 7 Instalasi pemerintah ¢ zin usaha penyelenggaraan Maisir.
Adapun yang menjadi ancaman pidana terhadap perbuatan Maisir

“STIDA MAKASSAR

Pasal 23 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud

dalam pasal 5, diancam dengan ‘uqubat cambuk didepan umum paling 12 (dua

belas) dan paling sedikit 6 (enam) kali.

“Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Himpunan UndangUndang,
Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan
Pelaksanaan Syari’at Islam, h. 13.
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(2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha Non-instansi pemerintah
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 7,
diancam dengan: (1) ‘uqubat atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,-(tiga
puluh lima juta rupiah), sedikit Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah). (2)
Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,6, dan 7
adalah jarimah ta’zir.

Pasal 26 Pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6, dan 7

‘uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dilg; ‘uqubat maksimal.
: ¢ 29. c .
ana dimaksud dalam pasal 6:

\\\" <
malga ‘uqubatnya dijatuhkan
kepada penanggu wab.
b. Apabila ada hl\a an dengarl kegi ataj usahanya@( selain sanksi ‘uqubat
sebagaimana dimaksud dalam_—pasal 23 “ayat (2), dapat juga dikenakan
‘uqubat administratif denga % embatalkan izin usaha yang telah
diberikan.*

Adapun masalah kha Qanun Nomor 12 tahun 2003.
Dengan ketentuan - ketentuan materil tentang larangan khamar tersebut adalah:
“STIBA*"MARASSAR
Pasal 5: setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 6: (1) setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi,

menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan pengangkut, menyimpan,

2Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Himpunan UndangUndang,
Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan
Pelaksanaan Syari’at Islam, h. 14.
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menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan, dan mempromosikan minuman
khamar dan sejenisnya; (2) setiap orang atau badan hukum dilarang turut
mengedarkan mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan dan
memproduksi minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 7: larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berlaku juga bagi badan
hukum dan badan usaha yang dimodali atau mempekerjakan tenaga asing.

Pasal 8: instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha hotel, penginapan,
losmen, wisma, bar, restoran wa ng kOpl rumah makan, kedai, kios, dan tempat
tempat lain, dilarang /%\Le}a sikan nyed;aan minuman khamar dan
sejenisnya. .z '- 2

Pasal 9: setiap or u kelompok/lnstltru51 masya %erkewajlban mencegah

perbuatan minum§ \mar dan stj enisnyj21
\ &+

Adapun penerapan

di

terdapat perbedaan mendas apan  hukuman cambuk menurut

jinayah yaitu dari segi bilang urut Qanun nomor 12 tahun 2003
pasal 26 ayat 1 menyataka g yang mengkonsumsi minuman
keras dan sejenisnya di ancam dengan hukuman 40 kali cambukan adapun
pelaku yang belum menikah dan dirajam sampai mati bagi pelaku yang sudah

menikah sedangkan ancaman hukuman terhadap pelaku khalwat menurut qanun

2Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Himpunan UndangUndang,
Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan
Pelaksanaan Syari’at Islam, h. 15.
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nomor 14 tahun 2003 yaitu di cambuk paling banyak 9 kali dan paling sedikit 3
kali.

Banyaknya hitungan cambukan di Aceh yang diterapkan berbeda dari
ketentuan jinayah dan kurangnya pengawasan saat penerapananya . Untuk
menjawab pertanyaan ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak Misran
Faudi, S.Ag, M.Pd,. beliau adalah kepala Dinas Syariat Kota Lhokseumawe.

Beliau menyatakan bahwa perbedaan ini disebabkan karena penerapan syariat

Islam di Aceh khususnya di Kot Lhokseutll/aywe ini belum sepenuh nya merujuk
. . ¥ «{ \‘ \ ¢ ‘ > . . ..
seperti apa yang di ajarkan di agama da sapaan syariat Islam di Aceh ini
=\ ~—\,
. v\y -~ ~»
dilakukan secara be \?9, tau belum sempurna.=¢ =, .
&~ 2 P <4
—_)N
Adapun uptukomenjawab permasalahan & ya pengawasan dalam
)

2
penerapan hukum% eambuk penlliti melalukan wavg@éqra dengan bapak Hasrul

Faudy, SE beliau adalah kepala Oprasional dan Pengendalian wilayatul hisbah.

Beliau mengatakan dalam s¢ si dibutuhkan dana kurang lebih

sekitar sepuluh juta Rupiah. ! embayar seluruh biaya operasional
mulai dari pembuatan berita ses sidang di mahkamah Syariah.
Dan untuk melakukan razia ke berbagai tempat sedikitnya dibutuhkan biaya
“STIBA MARASSAR" ™
biaya honor para personel Wilayatul Hisbah, biaya transportasi dan biaya
konsumsi. Maka jelas Kendala dana lah yang menjadi salah satu faktor

tertundanya proses penerapan. Bahkan tak jarang terjadi seseorang yang sudah

ditangkap oleh wilayatul hisbah lepas begitu saja karena masih dalam proses

2Misran Fauzi, S.Ag., M.Pd. Kepala Dinas Syariat Kota Lhokseumawe, Wawancara
pribadi. Kota Lhokseumawe, Tanggal 8 Mei 2020 M.
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penyidikan, penyidikan tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi karena minimnya
dana. Sementara orang tersebut tak bisa ditahan. Untuk menggelar suatu proses
eksekusi, diperlukan persiapan yang panjang. Para terhukum harus di periksa
hukuman barulah si terhukum tersebut di eksekusi. Adapun persiapan lainnya
yaitu sebuah panggung, sound system, pagar pembatas penonton, tenaga medis,
algojo, alat transportasi, konsumsi, dan lain-lain.?®

Ketidak sempurnaan ini juga di jawab oleh DRS. Iskandar, M.H. beliau

adalah Hakim Muda Madia Mahkamah @Variah Kota Lhokseumawe. Ketika
¢ ¢

\
\ >
peneliti meminta pen '&a\‘g\ alam .,k(egempatan wawancara, beliau
) CSI7A 4R, | |
berkomentar “yang 2 jini saja belum bisa berjalan dengan baik, apa lagi yang

55 <4
N (\
al’ 24
N

_—
sempurna dan lagi 4taran figih itu sangat kondisi
)

2
peneliti mewawa%ag ' kepala (tprasion dan pen <n(kalian Wilayatul Hisbah

Dilain kesempatan

perkembangan penerapan hu kota Lhokseumawe sudah berjalan
dengan baik. penerapan huk
walaupun masih kurangnya K

Demikianlah jawaban dari beberapa narasumber di pihak pemerintah Kota
panjang ,masyarakat Aceh terkhusus masyarakat Lhokseumawe telah menjadikan

Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan

ZHasrul Faudy, SE. Kepala oprasional dan pengendalian Wilayatul Hisbah Kota
Lhokseumawe, Wawancara pribadi. Kota Lhokseumawe, Tanggal 12 Mei 2020 M.

24Drs. Iskandar, MH. Hakim muda madia mahkamah syariah kota Lhokseumawe,
Wawancara pribadi. Kota Lhokseumawe, Tanggal 11 Mei 2020 M.

ZHasrul Faudy, SE. Kepala oprasional dan pengendalian Wilayatul Hisbah Kota
Lhokseumawe, Wawancara pribadi. Kota Lhokseumawe, Tanggal 12 Mei 2020 M.
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dengan segala kelebihan dan masyarakat amat tunduk taat kepada ajaran islam
serta memperhatikan fatwa ulama dan peraturan yang telah disepakati bersama.
Walaupun Memang banyak terjadi perbedaan dalam pelaksanaan
hukuman cambuk di Kota Lhokseumawe dengan apa yang ada dalam konsep
hukum Islam atau figih jinayah. Namun figih memang bersifat kondisional,
penerapan secara kaffah sesuai dengan aturan figih tentu belum bisa di terapkan.
Namun pada hakikatnya, keberhasilan penerapan suatu hukum bukanlah di lihat
: ¢ C>
Jferapka ku‘ﬁqun cambuk masyarakat Kota

*e ~_
-~

h patuh dan ta’at un: -Elpg,njauhi perbuatan maksiat
’d <4

dari sempurna atau tidaknya. Miinkan ma‘rlgaat dan kemaslahatan yang tercipta
N

)
Lhokseumawe menj l&ig
~2

-

seperti judi, khalwa »dan meminum khamar. Ini a ﬁuatu keberhasilan yang
)

N
2
membanggakan. ski hukum Iambuk jersi Aceb@m sempurna. Menurut

peneliti bentuk penerapan hukuman cambuk di Kota Lhokseumawe bukanlah

bentuk penyiksaan badan. rasa malu yang luar biasa. Karena

pada saat eksekusi dilaksana pta Lhokseumawe dihimbau untuk
menyaksikannya beramai ra menyaksikan dan mustahil dapat
dilupakan begitu saja dalam benak orang yang menyaksikannya. Dan tentu saja

Rasa malu yang sangat besar inilah yang diharapkan membuat jera para
pelanggar syariat islam di Kota Lhokseumawe secara khusus dan provinsi Aceh
secara umum yang menerapkan syariat islam secara Kaffah. Menurut peneliti

penerapan ini sangat digalakkan oleh pemerintah Aceh secara umumnya tentulah

demi kemaslahatan masyarakat Aceh. Suatu kebaikan sekecil apa pun pasti akan
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menuai hasil yang baik pula. Dan kita tahu bersama tujuan dari ditegakkannya
penerapan hukuman cambuk adalah untuk kemaslahatan ummat.
C. Respons Masyarakat Kota Lhokseumawe Terhadap Penerapan
Hukuman Cambuk

Penerapan Syariat Islam di Aceh merupakan kebijakan daerah yang
mendapat dukungan dari Pemerintah Aceh. Kelembagaan pemerintah seperti
Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, dan Mahkamah Syari’ah sebagai
pelaksana teknis pemberlakukan Syariat ISI‘/IVII di Aceh setidaknya menunjukkan
s o

berbagal kesempatan perwakilan
~_

dukungan pemerintah tg petapi
-~
pemerintah selalu m Xahwa penerapan r-i,\a‘fllslam bukanlah tugas dari

Dinas Syariat Isl ' ata namun sebagai seoran lim, penerapan Syariat

pelaksanaan ajaran Islam.? h beranggapan bahwa kelancaran

pelaksanaan Syariat Islam b semata dan tanggung jawab pemerintah,

akan tetapi juga kewajiban masyarakat. Namun, peran penting tersebut tetap
“STIBA'MAKASSAR'
pada awalnya mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat. Kemudian
pada akhirnya muncul berbagai persoalan terkait penerapan hukuman cambuk.
Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Fauzan, S.H. beliau

seorang advokat di Kota Lhokseumawe yang mengatakan bahwa penerapan

26Al-Yasa Abubakar, Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma,
Kebijakan dan Kegiatan, hlm. 149.
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hukuman cambuk di Kota Lhokseumawe masih terdapat kekosongan hukum yang
merugikan narapidana atau orang yang menjalani masa tahanan karena menunggu
eksekusi cambuk yang akan dilakukan oleh kejaksaan negeri bersama pemerintah
kabupaten kota. Bagaimana tidak, saat ini seperti yang kita ketahui bahwa setiap
narapidana yang menjalani satu bulan tahanan maka di potong untuk satu kali
cambukan, artinya jika seseorang divonis 30 kali cambukan sementara dirinya
telah menjalani kurungan selama 4 bulan maka saat eksekusi cambuk atas diri
terpidana akan di cambuk se\t:n ak 26 kali‘/cyambukan. Permasalahannya adalah
¢ Cs

ga(r@.terpidana sudah menjalani 20
~_

ketika esekusi cambuk di

) -~
hari masa tahanan slﬁé a berdasrkan aturan \p},O hari tahanan baru bisa
SR o
N
dikurangi 1 kali ¢ nbe an,lalu bagaimana dengan te %a yang menjalani masa

) N—
kurungan hanya %h ri?. Sehingga m’erﬂ'ut saya p@épan terhadap hukuman
N\ - — 2

cambuk harus dikaji kembali_Karena masih fterdapat kekosongan hukum dan

belum memberikan keadila ebernur Aceh No. 5 tahun 2018

harus dikaji kembali karena di tingkat kabupaten kota belum
sepenuhnya menjalankan per

Dilain kesempatan peneliti mewawancarai seorang Tokoh masyarakat
yang diterapkan di Kota Lhokseumawe saat ini bahagian dari syariat Islam,
walaupun belum bisa diterapkan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Qanun

-Qanun Syariat Islam Provinsi Aceh, maka dari itu masih banyak lagi yang harus

dibenahi dan disempurnakan dalam penerapan hukuman cambuk ini baik itu

2Fauzan, S.H. Advokat Kota Lhokseumawe, Wawancara pribadi, Kota Lhokseumawe,
Tanggal 15 Mei 2020 M.
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dalam bentuk peraturan-peraturan atau Qanun-Qanun yang telah dibentuk oleh
pemerintah Provinsi Aceh, maupun dalam pelaksanaan di lapangan dan dilakukan
sosialisasi ke masyarakat supaya masyarakat lebih paham mengenai penerapan
hukuman cambuk tersebut.?®

Sedangkan menurut bapak Muhammad Igbal, S.Pd, M.Pd. beliau adalah
seorang Dosen dan pengajar Dayah terpadu Ulumuddin di Kota Lhokseumawe
mengatakan bahwa penerapan hukuman cambuk di Kota Lhokseumawe
memberikan warna tersendiri, dalam ‘tatanan kehidupan masyarakatnya.

« : \ . ¢ 2 >
Pemberlakuan hukumanycambuk’ dima d@ngan cara yang beragam, ada

/.f
sebagaian masyarakli;? cendrung tidak ingl nyakmkan secara langsung
R X
proses eksekusi uktman cambuk  karena akaK ngatkan jika hukuman
&\
cambuk tersebut tK 'pada d1r11|ya dan k luarganYa(
2

Demikianlah jawaban_dari _beberapa_narasumber dari masyarakat Kota

Lhokseumawe. Dari uraian ¢ pulkan bahwa penerapan hukuman

cambuk dalam syariat Islam kepentingan masyarakat semata-
mata akan tetapi juga ke tah dan daerah-daerah lain di
Indonesia. Memang terjadi perbedaan dalam pelaksanaan hukuman cambuk di
“STIBX" MARASSAR™ ™
jinayah. Sehingga masyarakat mengharapkan adanya keadilan dalam penegakan

hukum terhadap pelanggar Syariat Islam. Dengan demikian hilanglah penilain

masyarakat bahwa dalam penerapan Qanun jinayat ini ada kecendrungan

Muhammad Yahya, S.Pd., M.Pd. Tokoh Masyarakat Kota Lhokseumawe, Wawancara
pribadi. Kota Lhokseumawe, Tanggal 11 Mei 2020 M.

Muhammad Igbal, S.Pd., M.Pd. masyarakat Kota Lhokseumawe, wawancara pribadi,
Kota Lhokseumawe, Tanggal 13 Mei 2020 M.
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penegakan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga masyarakat
tidak lagi merasa bahwa ada tidakadilan dalam proses penerapan hukuman

cambuk.

STIBA MAKASSAR



BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Kedudukan hukuman cambuk dalam hukum Islam sangatlah sesuai dengan
hakikat yang meliputi pengurusan dan peraturan-peraturannya untuk
menciptakan kemaslahatan dan rasa aman bagi masyarakat serta kepastian

tegaknya hukum Allah swt di bumi raya ni.

2 >
2. Meskipun penera aQ man c %Qlumlah murni, namun usaha

serta kelnglrﬁh\, ermtah Kota Lho u.mg,we untuk membumikan
h mencapai titik terang dan alami kemajuan secara
emang 1angat su!lt untuk m@nkan secara kaffah.

anggar dan terhadap pemerintah

LN

disebabkan kurangn pengalaman terhadap penerapan
hukuman cambuk ters
B. Implikasi Penelitian
STIBA MAKASSAR ™"
menyampaikan saran sebagai implikasi penelitian sebagai berikut:
1. Diharapkan agar setiap insan apalagi sebagai seorang muslim, agar

senantiasa membekali diri dengan ilmu pengetahuan agama. Dengan

pendidikan agama, akan menuntun kita ke jalan Allah dan senantiasa dekat

55
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dan bertagqwa kepada-Nya. Tanpa pendidikan ibarat tidak mempunyai
tujuan dan berjalan tanpa arah.

2. Bagi pemerintah Kota Lhokseumawe, untuk senantiasa berpegang teguh
kepada Alquran dan hadis Rasulullah saw serta aturan-aturan bersama
dalam segalah urusan termasuk dalam urusan pengadilan, jangan sampai
kita mendholimi sesama, padahal kita sudah mengetahui bahwa Islam
telah melarang hal demikian.

3. Untuk para pendakwah ilitivis, pe ‘ggjar khususnya yang ditugaskan di
(>

Kota Lhokseu un p \xzﬁl s.setempat, untuk senantiasa
w i &
bersemangat menyampaikan syari J.?lpm., jangan pernah berputus

takut untuk menyampaikan Kebenaran yang datang dari Allah swt.

STIBA MAKASSAR
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Lampiran 1 (pedoman wawancara)

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian
(Skripsi)
Implementasi Hukuman Cambuk Dalam Prespektif Hukum Islam
(Studi Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat
Di Kota Lhokseumawe).

A. Pendahuluan

Essai wawancara ini dibagikan kepada informan yang dijadikan sampel

luar.

B. [Identitas Info =2
\ . L\f-hl ’ 4(\
Informan I \’ P <
Nama
Alamat

Tanggal Wawancara :

Pekerjaan/jabatan

No. hp
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Nama
Alamat
Tanggal Wawancara :

Pekerjaan/jabatan

No. hp



Informan IIT
Nama
Alamat
Tanggal Wawancara :
Pekerjaan/jabatan
No. hp

Informan IV

Nama

"7’”_
¢ ¢ >
Alamat = ‘\B c

Tanggal Wawancara/ SP

Pekerjaan/jabatan A\\

No. hp
Informan V
Nama

Alamat

Tanggal Wawancara
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C. Format Wawancara

a) Wawancara/Pertanyaan untuk Kepala Dinas Syariat Kota

Lhokseumawe.

1.

2.

. Upaya apa saja yang

Kapan berdirinya Dinas Syariat Islam di Kota Lhokseumawe?
Apakah ada kepala bagian di Dinas Syariat Islam yang khusus menangani
pelaksanaan Qanun No 6 Tahun 2014 tentang jinayat di Kota

Lhokseumawe?

. Selain tugas pokok dan fungsi yan ‘cgperikan kepada Dinas Syariat Islam

\

Kota Lhokseumawe berdagarkan .N'o ;6 Tahun 2014 tentang jinayat
=\ ~—\,
) e / - ~ @ )
di Kota Lho ?? e, adakah wewena ang diberikan kepada Dinas
&~ 2 ¥ <4
o S N
Syariat Isl \ S

2
n Qanun INo 6 lahun 20 L@ﬁang jinayat di Kota
2

Lhokseumawe terlaksana_secara_maksimal, apa program Dinas Syariat
Islam laksanakan saat
Syariat Islam untuk meminimalisir
terjadinya pelanggar: apan Qanun No 6 Tahun 2014

tentang jinayat di Kota Lhokseumawe?

hukuman cambuk di Kota Lhokseumawe?

b) Wawancara/Pertanyaan untuk Kepala Mahkamah Syariat Kota

Lhokseumawe.

1.

2.

kapan berdirinya Mahkamah Syariat di Kota Lhokseumawe?

Dalam melakukan eksekusi cambuk siapa yang menyediakan jasa algojo?



3. Setau bapak, apakah hakim Mahkamah Syariat telah dibekali pelatihan
tentang penerapan Qanun No 6 Tahun 2014 tentang jinayat di Kota
Lhokseumawe?

4. Mengapa penerapan Qanun tentang jinayat khususnya tentang hudiad dan
ta’zir belum terlaksana sebagaimana hukum Islam?

5. Upaya dan pogram apa saja yang dilakukan kedepannya oleh Mahkamah

Syariat dalam penerapan Qanun jinayat secara maksimal?

6. Bagaimana makanisme penerapan Janun Jinayat terhadap pelaku jarimah
v v
a
/.f

hudiid dan ta’zir di lapangan?
=\
s -
Wawancara/Pe an untuk Kepala: Wﬂayatul Hisbah Kota
~2 \: <4 \
Lhokseumawe. %\ _~
N N\ -
l. Bagaiman\ ar belakang berdirinya .'<§@ml Hisbah di Kota
\ 4
Lhokseumawe?

2. apa visi misi Wilayat elaksanaan Qanun jinayat di Kota
Lhokseumawe?

3. Selain tugas pokok d erikan kepada Dinas Syariat Islam
Kota Lhokseumawe berdasarkan Qanun No 6 Tahun 2014 tentang jinayat

STIBA"MA KASSAR" "™
Syariat Islam kepada Wilayatul Hisbah?

4. Dalam melaksanakan hukuman cambuk di wilayah Kota Lhokseumawe,
apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya?

5. Bagaimana bentuk pengawasan Wilayatul Hisbah terhadap terlaksananya

penerapan Qanun Aceh tentang Jinayat?



d)

6.

Langkah apa yang diambil jika ada yang melawan ketika di laksanakan

hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah?

Wawancara/Pertanyaan untuk Tokoh Masyarakat Kota Lhokseumawe.

1.

6.

. Apa saja yang harus

Apakah penerapan Qanun Aceh tentang jinayat bermanfaat bagi
Kecamatan dan Desa-Desa dalam penegakan syariat Islam di Kota
Lhokseumawe?

Apabila terjadi pelanggaran Qanun No 6 Tahun 2014 tentang jinayat di

\
< S
berwenang  atam | di

AN ~p
‘<Cn 2
-
N
tokoh masyarakat dala&ngani pelaku jarimah

<\<
b4 L @\

2

Kota Lhokseumawe, aikah lan gsung di serahkan ke pihak yang
v

u‘( di Desa/Kecamatan Kota

baik atau masih ada k elaksanaannya?
pelaksanaan hukuman cambuk di
Kota Lhokseumawe?

Menurut bapak apakah masih ada masyarakat yang belum memahami

STIBDA"MAKASSAR

e¢) Wawancara/Pertanyaan untuk Masyarakat umum Kota Lhokseumawe.

1.

2.

Bagaiamana pandangan anda mengenai penerapan hukuman cambuk
berdasarkan Qanun Aceh tentang jinayat di kota Lhokseumawe?
Menurut saudara apakah telah adil penerapan Qanun Qanun No 6 Tahun

2014 tentang jinayat di Kota Lhokseumawe?



3. Apakah penerapan hukuman cambuk sudah maksimal diterapkan di Kota
Lhokseumawe?

4. Menurut anda, apakah pemerintah sudah maksimal dalam melaksanakan
hukuman cambuk di Kota Lhokseumawe?

5. Apa saja yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan
hukuman cambuk kedepannya?

6. Menurut bapak apakah masih ada masyarakat yang belum memahami

tentang penerapan Qanun jinayat?
\
= ‘o\“
ANYY ).
Fop
<
S o
~2 ;
-
\

—)
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Lampiran 2: Dokumen-dokumen Izin Penelitian dan Wawancara

a,y:)\.uy‘ 3.\;‘,“ RVE DY 2.........3‘
J.a]\ .\q.t.d\

YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH

SEKOLAH TINGGI
ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA)

MAKASSAR - INDONESIA L 033} = janSa
I Kampus STIBA: JL. Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | Email: info@stiba.ac.id I
Nomor : K.569/IL/STIBA-YPWI/IX/1441 Makassar, 13 Ramadan 1441 H
Hal : Permohonan Izin Penelitian 06 Mei 2020 M

Kepada Yang Kami Hormati
Kepala Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe
Di Tempat

\ \ Ay

74 & Jee)

Dengan hormat
(STIBA) Makass

Nama Rahmadi ¢ \
NIM/NIMK 1 161011105/8581416105
Progra : Perbandingan Mazhab

ahwa mahasiswa/i Sekolah gi llm‘; Islam dan Bahasa Arab
butkan namanya di bawah ini: < ¢ =, 2,

bermaksud akan penelitian dalam rapgka penyusu U3 Kripsi dengan judul:
“Impleme m Cambuk Dalam Pers if Hukum Islam (Studi Penerapan Qanun
h? 8.6 Tahun 201 yat, Di Kota Lh

2
sebagai salah satu syarat _alam bidang Syariah/Hukum Islam
dengan pembimbing 1 dan
1. Akhmad Hanafi Dain
2. Kasman Bakry, S.H.I

Untuk maksud tersebut kam
dapat diberi izin untuk mengat

da Mahasiswa yang bersangkutan
07 Mei 2020 sampai 07 Juni 2020.

Demikian permohonan kami, anya kami ucapkan terima kasih dan

diiringi doa Ix= &) (ST
s A Ay SEISL

- Ketua STIBA Makassar

”NIDN. 2128058203

Tembusan:
1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Pertinggal
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| Kampus STIBA: JL. Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | Email: info@stiba.ac.id |
P

Nomor  : K.568/IL/STIBA-YPWI/IX/1441 Makassar, 13 Ramadan 1441 H
Hal : Permohonan Izin Penelitian 06 Mei 2020 M

YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI
ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA)
MAKASSAR - INDONESIA

Kepada Yang Kami Hormati
Kepala Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe
Di Tempat

G4 Aoy oSl
g oVly e aeny o ) Y ey e POy Nl i o) & A

Dengan hormat disampaikan ba mahasiswa/i

(STIBA) Makassar yang di?

h Tinggi llmu Islam dan Bahasa Arab

Nama / .
NIM/NIMKO 011105/85814161 ~—_
Program SIFK N Perbandingan Mazhab "~ ~p
< ¢
bermaksud mef i penelitian dalam rangka peny ?TanlSkripsi dengan judul:

“Implementa: Cambuk Dalam Perspektif Hukum Isli

Al 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, Di Kota
sebagai salal sa;h arat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam

dengan pemb'\ 1 dan pembimbing 2:
1. Akhihad Flakafi Dain YuntajLe., M.A., PhI). .
2. Kasman Bakoh S.H.I. M.H.F

Untuk maksud tersebut kamizmeng harapkan.kiraRya-kepada Mahasiswa yang bersangkutan
07 Mei 2020 sampai 07 Juni 2020.

anya kami ucapkan terima kasih dan

di Penerapan Qanun
se! we)”.

yariah/Hukum Islam

dapat diberi izin untuk menga
Demikian permohonan kami,
diiringi doa | &1 45T~

Tembusan:
1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Pertinggal
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YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI
ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) A yad) ARl 5 ALY il
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| Kampus STIBA: JL. Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | Email: info@stiba.ac.id |

A
Nomor  : K.567/IL/STIBA-YPWI/IX/1441 Makassar, 13 Ramadan 1441 H
Hal : Permohonan Izin Penelitian 06 Mei 2020 M

Kepada Yang Kami Hormati
Kepala Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe
Di Tempat

G g oSl
Ty oVls e aoy | ) ] gy 8 Oty 33l bl ) b e

Dengan hormat disampaikan ba mahasiswa/i

(STIBA) Makassar yang di?

h Tinggi llmu Islam dan Bahasa Arab

Nama / % L

NIM/NIMKO S~

Program SIFK N ~p
bermaksud mef i ?!'anlSkripsi dengan judul:
“Implememaalg Cambuk Dalam Perspektif Hukum Isli di Penerapan Qanun

6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, Di Kota we)”.
yariah/Hukum Islam

sebagai sala sa;b arat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam
dengan pembij i dan pembim

b\ ing 2:
LAkh?ﬂg i Dain YuntaLe., M.
2. Kasmah Bako) S.H.1. M.H.P

Untuk maksud tersebut kamigmeng D
dapat diberi izin untuk menga

gpada Mahasiswa yang bersangkutan

07 Mei 2020 sampai 07 Juni 2020.
Demikian permohonan kami, anya kami ucapkan terima kasih dan

diiringi doa | &) 451>

Tembusan:
1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Pertinggal



























Lampiran 3: Dokumentasi penelitian dan wawancara
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Mewawancarai

ndalian Wilayatul Hisbah Kota

Mewawancarai kabig Opr al dan P
Lhokseumawe

Mewawancarai Hakim Muda Madia Mahkamah Syariah Kota

Lhokseumawe



Mewawancarai Tokoh Masyarakat Kota Lhokseumawe

2

Mewawancarai | varakat Kota Lhokseumawe

1 ¢
SAR

|

Mewawancarai Advokat/Pengacara Kota Lhokseumawe
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Algojo Yang Melaksanakan Tugas Cambuk



Lampiran 4: Buku berita acara Qanun jinayat

PANCACITA

QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
HUKUM JINAYAT

SMILLAHIRRA! M

<
DENGAN NAMA! ]qﬂ-l MAHA P! 15 LAGL MAHA PENYAYANG
*e

-
RAHMAT ALLAH YAN KUASA
] GUBERNUR ACEH, “C. % 2,

4. bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist a
Islam yang membawa rahmat bagi
menjadi keyakinan serta pegangan hi 2

_dasar utama agama
alam dan telah
syarakat Aceh;

A bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Késepahaman antara
- 1 i Aceh Merdeka

ﬁ.{'The Government of
ee Aceh Movement, Helsinki 15
epublik Indonesia dan Gerakan
komitmen mereka untuk

secara damai, menyeluruh,
bat bagi semua, dan para pihak
kondisi sehingga Pemerintahan

kan melalui suatu proses yang
Negara Kesatuan Republik

dari Negara Kesatuan Republik
yaan dan Otonomi khusus, salah
uk melaksanakan Syariat Islam,
dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan
kepastian hukum;

bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang

STIBATREARASSA

dalam huruf a, huruf b, huruf c¢ dan huruf d perlu
membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...
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2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3892);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4633);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
—

/ u 5 (s 2
*e ~_
MEMUTUSKAN™~ ~p
Menetapka

N ACEH TENTANG HUKUM JINAYAT. 2,
BAB I \
KETENTUAN UMUM s

2

pakan kesatuan
m yang bersifat listimewa dan diberi
engatur dan mengurus sendiri
bpentingan masyarakat setempat
ndang-undangan dalam sistem
Republik Indonesia berdasarkan
a Republik Indonesia Tahun
rang Gubernur.

2. Kah ala an dari daerah provinsi sebagai
hukum yang diberi kewenangan
lan mengurus sendiri urusan
gan masyarakat setempat sesuai
g-undangan dalam sistem dan
epublik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

STIBAE

kewenangan masing-masing.

4. Pemerintahan...
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4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan
masing-masing.

5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut
Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan
Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.

6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih
melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat
DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

8. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah
kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis
yvang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas,

jyjur, dan adily 4.

nyelenggara pemerintahan
otanya dipilih melalui
B

adalah lembaga

eradilan tingkat

ang selanjutnya
gél peradilan tingkat

\ - banding.
3 . Mahka
\’ - disebut

14. pada mahkamah  syar’iyah

syar’iyah Aceh dan mahkamah

15. m yang mengatur tentang

16. g dilarang oleh Syariat Islam

cam dengan ‘Uqubat Hudud

17. g dapat dijatuhkan oleh hakim

18. Hudud adalah jenis ‘Uqubat yang bentuk dan besarannya

telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.

19.Ta’zir adalah jenis ‘Uqubat yang telah ditentukan dalam
ang bentuknya bersifat pillhan dan besarannya

STIBA"MAKASSAR

20. Restitusi...
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20. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang
wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau
pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau
keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu,
atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

21. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau
mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau
lebih.

22. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan
dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2
(dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak
yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu
dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak
langsung.

23. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau
tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis

I dan tanpa ikatan perkawinan
gﬁ.pihak yang mengarah pada
¢ s o

erpmesraan seperti bercumbu,
‘dan_berciuman antara laki-

kLs‘;ri dengan kerelaan
ar.tutzp atau terbuka.

ahram adalah orang yang haram
\‘yakni orang tua kandung dan seteru
\ tiri, anak dan seterusnya ke bawah,
telah disetubuhi, saudara (kandungy’ dan seibu),
saudara sesusuan, ayah dan ibu su; ,<saudara ayah,
meftia \ (laki-laki dan

inikahi selama-lamanya
atas, orang tua
ir] dari istri yang

uatan asusila atau perbuatan
eseorang di depan umum atau
orban baik laki-laki maupun
an.

28. orang laki-laki dengan cara
dubur laki-laki yang lain

ak.

dua orang wanita atau lebih
gosokkan anggota tubuh atau
angsangan (kenikmatan) seksual
dengan kerelaan kedua belah pihak.

30. Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau
dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau

2%

benda, lainnya yang ayu hadap f:

atau at rhadap,mul

korb. ki a; at
aks

31. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa
dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

32. Memaksa...
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32. Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian
perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk
menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan
Jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa
menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.

33. Membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau
serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang
untuk memudahkan orang lain melakukan Jarimah.

34. Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau
serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang
untuk menggerakkan atau mendorong orang lain melakukan
Jarimah.

35. Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau
menginformasikan  cara melakukan Jarimah, dan/atau
memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk
melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang
menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau

i kembali fpedgakuan seseorang yang telah

i atau tulisan, melalui media

edia dainnya.

"%fﬁ‘lah yang sama dengan
id lakukan dan sudah

/;K ipufus oleh Mahkamah Syar’iy: 1 updten/kota.

& :§7 emproduksi Khamar adalah se .1< létan atau proses
\, Ul
\

ntuk menghasilkan, menyiapkan, olah, membuat,
mengawetkan, mengemas, dan/at
sesuatu menjadi Khamar.

8. Setiap Orang adalah orang perseorang;

3 89. Badan Usaha adalah Badan Usaha
\ dan bukanlberbadan hukum.

. legalitas;

b
c. keadilan dan keseimbangan;
d

. kemaslahatan;

STIBATMAAKASSAR

Bagian Kedua...
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Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3
(1) Qanun ini mengatur tentang:
a. Pelaku Jarimah;
b. Jarimah; dan
c. ‘Uqubat.
(2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Khamar;
b. Maisir;
c. khalwat;
d. Ikhtilath;
e. Zina;
f. Pelecehan seksual;
g. Pemerkosaan;

I8
ks

~p
Uqubat sebagaimana dimaksuxf Pasal 3 ayat (1) huruf

= % (“Ycterdini dari:
-
5\ a. Hudud; dan s
\\\\ b. Ta’zir. N\
\ (2) ‘Uqubat Hudud sebagdimana dimakstud’; éa ayat (1) huruf a
\)3 »  berbentuk cambuk. Ap
\ ~ _(8) ‘Uqubat ana dimaksud|pada ayat (1) huruf b
terdiri dari:
a.
b.
(4) Uqg i aimana dimaksud pada ayat (3)

d.r i.

(5) ‘Uqubat Ta’zir Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b terdiri dari:

a. pembinaan oleh negara;

STIBAMARASSAR

e. pencabutan izin dan pencabutan hak;

f. perampasan...




.

BAB III
ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF
Bagian Kesatu
Alasan Pembenar
Pasal 9

Petugas yang sedang melaksanakan tugas atau perintah atasan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dikenakan

‘Uqubat.
Bagian Kedua
Alasan Pemaaf
Pasal 10
Tidak dikenakan ‘Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah
karena:

a. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau
kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan

;g/;ain; dan/atau

\v P
/ i tqnpi wewenang tidak
C jika orang yang
bahwa perintah
pelaksanaannya

gakibatkan hapusnya ‘Uqubat,

iperintahkan dengan itikad baik
‘ersebut diberikan dengan wewena!
termasuk dalam lingkungan pekerja:

i penghuni sebuah rumah yang
luarga atau persetujuan pejabat
h melakukan Jarimah khalwat

pertolongan kepada orang lain
yang b jeni i keadaan darurat, tidak dapat
i i wat atau Ikhtilath.

onsumsi obat yang mengandung
Khamar atas perintah dokter sebagai bagian dari kegiatan
pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan
mengkonsumsi Khamar.

(2) Apotek dokter atau rumah sak:lt

memproduksi, membeli, menyimpan, dan/atau menjual
Khamar.

BABIV...
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BAB IV
Jarimah Dan ‘Uqubat
Bagian Kesatu
Khamar
Pasal 15

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam
dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud
cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘Uqubat Ta’zir
cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda
paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau
penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 16

Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi,
menyimpan/ menimbun, menjual, atau  memasukkan
Kh iancam dengan ‘Uqubat Ta’zir
60 fenam puluh) kali atau denda
am ratfis) gram emas murni atau

(1

—

sengaja membeli,
mbawa/ mengangkut enghadiahkan Khamar,
asing-masing diancam dengan 'Sat‘ﬁ ’zir cambuk paling
banyak 20 (dua puluh) kali atau den almg banyak 200
(dua ratus) gram emas murni ata palmg lama 20
(dua puluh) bulan.

Pasal 17

etiap Oran yang dengan sengaja el ka.n perbuatan
\) baga!.mana dimaksud m Pasal 1 dnr'Pasal 16 dengan
- n kutse ak dikenakan Uqhbat Ta’zir cambuk
palm i atau denda paling banyak

urni atau penjara paling lama

aja melakukan Jarimah Maisir
keuntungan paling banyak 2
dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk
i atau denda paling banyak 120
murni atau penjara paling lama

12 (dua belas) bulan.

Pasal 19
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Janma.h Maisir
han d ki i

STIB

Pasal 20...
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Pasal 20

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan,
menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam
dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh
lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima
puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45
(empat puluh lima) bulan.

Pasal 21

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan
mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir
cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda
paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni
atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 22

Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir

sebagaim: dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan

‘Uqubat Tazit paling b ahziqbZ (setengah) dari ‘Uqubat yang
¢ Cs o

dianta ]
! \ %  Bagi % X
;K ) Khalwat ~
3 ¥ Pasal 23

2> Kkhalwat, diancam dengan ‘Uqub

a’2if cambuk paling
\ \ banyak 10 (sepuluh) kali atau

nda paling banyak

A\ 100 (seratus) gram emas murni a jara paling lama
\ 10 (sepuluh) bulan.

\)3 \(2) Setiap ang yang fdengan se: ja «nenyelenggarakan,
\ & menyedi ili atau menpromosikan Jarimah

qubat Ta’zir cambuk paling

Apul emas murni dan/atau penjara
b N i

i kewenangan peradilan adat
dalam Qanun Aceh tentang
dan adat istiadat dan/atau
gan lainnya mengenai adat

(2) Setiap...



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmadi
Tempat/Tgl Lhr  : Desa Nga, 22 Maret 1998
Alamat : Desa Gampong Nga
Kecamatan Paya Bakong
Kabupaten Aceh Utara
Provinsi Aceh
No. HP/WA : 082273110911
Motto :Hanya Al-Qur’an dan Hadist yang tidak dapat di ubah.

Nama Orang Tua

Ayah bdurra cx‘n/?.@. éhmad
Ibu dliah. T. Sulaimian, S.Ag
F: oy 2
Riwayat Pendldlkar}\ G -
\.
SD - MIN Negeri 20 Paya B % 2004-2010.
N\
SMP : MT$ Swasta lumudln B{dlng School, 2010-2013
SMA in Boardmg School, 2013-2016.
S1 2016-2020.

Pengalaman Organisasi

1. Ketua bagian Keam OPDTU
Bakti 2014-2015

2. Anggota Bagian keamanan UKM
Bakti 2017-2019

3. Anggota bagian DEPSOS DEMA STIBA Makassar, masa Bakti 2018-
2!I 9 l

Bakti 2017-sekarang
5. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Aceh STIBA Makassar (KEMAS)
masa Bakti 2018 - Sekarang

udin Boarding School, masa

MA STIBA Makassar, masa



